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SAMBuTAN 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPuBLIK INDONESIA 

Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku bangsa, beragam 
agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman 
tersebut.  Keanekaragaman yang disandang Indonesia menjadi indah bagaikan 
warna-warni pelangi. Keanekaragaman Indonesia tersebut kemudian 
mengkristal dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Keanekaragaman dan warna-warni indah Indonesia tergambar 
secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. 
Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam 
arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip menjadi deposit 
sejarah yang terus bertumbuh secara akurat. Sehingga tidaklah berlebihan 
apabila dikatakan bahwa: “Dari semua asset yang ada, arsip adalah asset 
negara yang paling berharga” (Sir Arthur Doughty, 1924). Wilayah boleh 
membelah diri, daerah boleh mengurus diri sendiri-sendiri, tetapi arsip tetap 
sebagai jati diri.  Arsip merupakan warisan nasional. Oleh karenanya arsip 
perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Keberadaban suatu bangsa 
dapat dilihat dari seberapa utuh dan lengkap arsipnya (Sir Arthur Doughty, 
1924).

Khazanah  arsip mengenai Kota Makassar  banyak tersimpan di Arsip 
Nasional Republik Indonesia (ANRI), baik menyangkut adat istiadat, 
kebudayaan, kehidupan politik, ekonomi, kunjungan kenegaraan, dan arsip 
yang merefleksikan keindahan seni dan budaya Kota Makassar. Dalam 
rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut diinformasikan kembali 
kepada masyarakat Kota Makassar  melalui program ANRI yang disebut 
dengan Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan upaya 
mengungkapkan kembali memori kolektif daerah  yang terekam dalam Citra 
Kota Makassar  Dalam Arsip. Program Citra  Daerah bertujuan meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang 
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berkembang di  lingkungannya, memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap 
Tanah Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk 
rasa persatuan dan memperkokoh kesatuan bangsa, sekaligus mendukung 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah.

Citra  Daerah ini diterbitkan  dengan  dukungan  data yang terkandung 
dalam arsip. Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut 
berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari 
masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan 
obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan 
berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun 
foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang 
kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan 
dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di 
atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran sejarah ini diharapkan 
dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk pijakan melompat ke masa 
depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah ini merupakan modal dasar yang 
kokoh dalam memperkuat pengembangan Otonomi Daerah. Daerah yang kuat 
dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya NKRI. Citra Daerah Kota Makassar 
ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan halaman menjadikan buku Citra 
Daerah ini hanya memuat sebagian kecil dari data kearsipan mengenai Kota 
Makassar  yang tersimpan di ANRI. Namun demikian kehadiran Citra Daerah 
ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari 
Pemerintah Daerah Kota Makassar  khususnya di bidang kearsipan dengan 
memberdayakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. 

         

                 Jakarta, 22 Mei 2017

                     Kepala,

                     

            Dr. Mustari Irawan, MPA
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PENDAHULUAN

ota Makassar merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dalam perjalanan sejarahnya Makassar mempunyai makna penting 
baik dilihat dari fungsi maupun peranannya sebagai sebagai kota pelabuhan 

dan perdagangan. Dalam posisinya yang sangat strategis, Makassar sejak dahulu ramai 
dikunjungi nelayan maupun pedagang yang mengikuti rute pelayaran lokal maupun yang 
hendak menuju kawasan Asia Pasifik dan Eropa. 

Pada abad ke-16 di Makassar terdapat dua pusat pemerintahan, yaitu Kale Gawe yang 
terletak di tanah tinggi pinggiran utara Sungai Jeneberang dan yang lainnya berada di 
muara Sungai Tallo. Perkembangan Makassar sebagai kota, bandar niaga dan pangkalan 
pertahanan Kerajaan Makassar dalam pertengahan abad ke-16, didukung oleh dua faktor 
yang menentukan yaitu faktor dari dalam, yakni tumbuhnya Kerajaan Gowa-Tallo menjadi 
kerajaan yang menghimpun dan melindungi negeri-negeri orang Makassar di sepanjang 
pesisir selatan jazirah selatan Sulawesi, sedangkan faktor dari luar, yaitu kedatangan 
bangsa Eropa ke Nusantara untuk berniaga.

Kemasyhuran Kota Makassar tidak lepas dari politik Kerajaan Gowa yang menempatkan 
Makassar sebagai pusat perdagangan. Gowa tampil sebagai kerajaan besar dibuktikan 
dengan adanya ekspansi kerajaan ini. Pada masa pemerintahan Tumapa’risi Kallona 
Kerajaan Gowa mengadakan perluasan kekuasaan ke Kerajaan Bugis. Hal ini bertujuan 
untuk membentuk jaringan perdagangan antar daerah pedalaman dengan pusat niaga 
Makassar. Kehadiran Makassar sebagai kota niaga diikuti pula oleh penyusunan sistem 
administrasi dan birokrasi negara maritim Kerajaan Gowa yang kuat. 

Pada abad ke-17, Makassar merupakan pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur. 
Makassar saat itu memegang supremasi perdagangan setelah Jawa Timur, yaitu tempat 
berkumpul barang-barang dagangan terutama rempah-rempah dari daerah Maluku untuk 
selanjutnya dikirim ke barat melalui pedagang-pedagang Melayu yang berpusat di Malaka. 
Pedagang dan pelaut yang melakukan pelayaran niaga di Asia Tenggara dan Asia Timur 
menempatkan Makassar sebagai kota pelabuhan Internasional pada akhir abad ke-16 dan 
pertengahan kedua abad ke-17. Peranan Makassar sebagai pusat perdagangan meningkat 
dan Makassar pun jadi pusat penyebaran Agama Islam. Sejak itu, Makassar menjadi 
pemukiman multi etnik, terdiri dari suku-suku di Suawesi Selatan dan para pendatang 
dari Malaka dan Jawa. 

Munculnya Pelabuhan Makassar tidak terpisahkan dari usaha Kerajaan Gowa 
membangun diri menjadi kerajaan maritim utama di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowa 
menguasai jalur pelayaran dan perdagangan Indonesia Timur dan menjadikan Somba Opu 
sebagai  pelabuhan transito utama bagi perdagangan rempah dari Maluku. Keramaian 
bandar Makassar mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-17 ketika bandar itu 

K
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menjadi tempat transit barang dagangan dari timur dan barat nusantara. Saat itu, Makassar 
telah memiliki jalur perhubungan dengan berbagai daerah, dalam dan luar negeri. Daerah-
daerah yang mempunyai hubungan dengan Makassar adalah Johor, Patani, Minangkabau, 
Aceh, Gresik, Jepara, Banten, Banjarmasin serta di sebelah timur yaitu Maluku, Tidore, 
Ternate, Banda.

 Kota Makassar sampai saat ini, masih menunjukkan sebagai kota dagang. Di 
sepanjang pantai Kota Makassar terdapat pelabuhan-pelabuhan sebagai jalur pelayaran 
dan perdagangan. Masuknya agama dan kebudayaan Islam yang dibawa para pedagang 
mempunyai pengaruh terhadap susunan kota. Speelman menata Kota Makassar menjadi tiga 
bagian, pusat kegiatan administrasi pemerintahan di Fort Rotterdam, pusat perdagangan di 
wilayah “Negory Vlaardingen“  dan wilayah pemukiman penduduk yang disebut kampung. 
Makassar sebagai bandar niaga tidak terlepas dari perkembangan dunia Internasional 
dengan adanya motif ekonomi, politik dan agama. Peranan Makassar dalam perjalanan 
sejarahnya sebagai kota pelabuhan atau bandar niaga di jalur sutera menjadikan Makassar 
muncul sebagai kota pelabuhan serta pusat peradaban dan kemaritiman yang membentuk 
tiga peran, centre of change, centre of interation dan centre of culture.

Kota Pelabuhan Makassar berada dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang pada 
pesisir barat bagian selatan dari jazirah selatan Pulau Sulawesi yang merupakan salah satu 
pulau terbesar di antara pulau-pulau yang berada di bagian tenggara Benua Asia. Pulau 
ini terletak antara Kalimantan di bagian barat dan Kepulauan Maluku di sebelah timur 
dan antara Kepulauan Sulu yang merupakan wilayah negara Filipina di sebelah utara 
dan Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan yang masing-masing secara berurutan 
dipisahkan oleh Selat Makassar dan Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi dan Laut 
Flores. Antara jazirah selatan dan jazirah tenggara terletak Teluk Bone, antara jazirah 
tenggara dan jazirah barat laut terletak Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo.

 Proses pembentukan Kota Makassar sebagai kota pelabuhan sangat dipengaruhi 
beberapa hal yaitu, munculnya Kerajaan Gowa sebagai suatu kekuatan politik dan 
ekonomi terutama menjelang abad ke-17, hadirnya para pendatang dari berbagai suku 
bangsa asing di Pelabuhan Makassar serta meningkatnya intensitas pelayaran laut serta 
peletakan pertama  batyu sedimen (batu Nide’de) dalam pembangunan dinding  Benteng 
Somba Opu tahun 1548 merupakan suatu momentum tahun berdirinya Kota Makassar 
begitupun perkembangan pelabuhan Makassar telah mendorong terbentuknya kota dan 
karakteristik masyarakatnya.

A. SEJARAH MASA KERAJAAN

Kerajaan Makassar oleh beberapa peneliti diidentifikasikan sebagai nama lain dari 
Kerajaan Gowa. Penyebutan ini bertolak dari nama Kota Pelabuhan Makassar yang 
dipandang sebagai bandar niaga Gowa. Pada dasarnya kota pelabuhan itu adalah 
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pengembangan pelabuhan dari kerajaan bersaudara yang lazim disebut kerajaan kembar 
yaitu Pelabuhan Tallo (Kerajaan Tallo) dan Pelabuhan Sombaopu (Kerajaan Gowa). Dua 
kerajaan ini membentuk satu kesatuan pemerintahan sekitar tahun 1528 dan kemudian 
bersama-sama memperluas pengaruh kekuasaan di wilayah Sulawesi Selatan dan berusaha 
memusatkan kegiatan niaga di wilayah itu pada bandar niaga mereka. Dua pelabuhan 
yang terpisah itu dalam perkembangannya kemudian tidak memperlihatkan adanya batas 
pemisah sehingga di mata pengunjung asing dikenal sebagai satu kota pelabuhan yang 
disebut Makassar. Oleh karena itu, penamaan Kerajaan Makassar bukan hanya menunjuk 
pada Kerajaan Gowa tetapi juga meliputi Kerajaan Tallo. Penamaan itu dikenal setelah 
dua kerajaan itu membentuk kesatuan wilayah, penduduk dan pemerintahan. Raja Gowa 
senantiasa mewarisi kedudukan sebagai raja kerajaan kesatuan itu, dan raja Tallo sebagai 
mangkubumi kerajaan. 

Munculnya Makassar sebagai pusat kegiatan niaga awal pengembangannya pada 
masa pemerintahan raja Gowa ke-9, Karaeng Tumaparisi Kalonna (1510-1546). Tumaparisi 
Kalonna, memiliki pertalian darah dengan keluarga pedagang. Ibunya, I Rerasi adalah 
seorang putri dari pedagang Kapur dari utara yang mengunjungi Kerajaan Gowa pada 
masa pemerintahan Raja Gowa ke-7, Batara Gowa. Dalam hubungan ini, Raja Gowa ke-9 
tentu dipengaruhi oleh pihak keluarga  ibunya atau juga terdorong oleh jiwa dagang  yang 
diwarisinya secara keturunan dan keadaan kegiatan keluarganya. Oleh karena itu, Raja Gowa 
ke-9  bergiat untuk mengembangkan kerajaannya sebagai pusat perdagangan terpenting 
di wilayah ini. Raja inilah yang mengawali pemindahan istana dan pusat pemerintahan 
ke Benteng Sombaopu yang dibangun di pesisir dekat muara Sungai Jeneberang. Wilayah 
Sombaopu ini dijadikan bandar niaga kerajaan sehingga dipandang sebagai awal kerajaan 
ini terlibat dalam dunia niaga. Pada masa pemerintahan raja Gowa ke-9, dikenal adanya 
jabatan Syahbandar yang bertugas mengatur lalu lintas niaga dan pajak perdagangan di 
pelabuhan.  Dilihat dari perkembangan yang ada bahwa perhatiannya pada dunia niaga 
tampat jelas dalam kerja dan karyanya. 

Sejak perang antara Gowa pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-9 dengan Tallo yang 
diakhiri dengan perjanjian perdamaian yang merupakan ikrar bersama untuk membentuk 
satu kesatuan, dengan sumpah yang berbunyi : “barang siapa yang mengadu-dombakan 
Gowa dan Tallo dia akan dikutuk oleh dewata” (ia-iannamo tau ampasiewai Gowa-Tallo’ 
iamo nacalla rewata). Sejak itu dalam kehidupan dua kerajaan itu dikenal ungkapan 
yang menyatakan “satu rakyat tetap dua raja” (sereji ata, narua karaeng). Pernyataan ini 
menunjukkan kesepakatan diantara mereka untuk membentuk kesatuan, sehingga sering 
disebut kerajaan kembar Gowa-Tallo atau Kerajaan Makassar.

Kerajaan Makassar kemudian bergiat memperluas kekuasaan dengan memerangi dan 
menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Sulawesi Selatan seperti Garasi, Katingang, 
Parigi, Siang, Suppa, Sidenreng, Lembangang, Bulukumba, dan Selayar.  Tindakan 
penaklukan itu, dengan harapan kerajaan-kerajaan itu akan mengalihkan kegiatan niaga 



6 Citra Kota Makassar dalam Arsip

mereka ke bandar niaga Kerajaan Makassar. Pada dasarnya, kerajaan-kerajaan pesisir 
yang ditaklukan itu melakukan hubungan niaga dengan Kerajaan Makassar. Namun, 
mereka terap bergiat mengembangkan bandar niaga mereka masing-masing. Keadaan 
itu, dipandang menghambat usaha untuk mengembangkan dan memajukan perniagaan, 
sehingga ketika Karaeng Tunipalangga Ulaweng (1546-1565), Raja Gowa ke-10 menduduki 
takhta kerajaan dilakukan lagi penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan Siang, Suppa, 
Sidenreng, Bacukiki,  Lamuru, Soppeng, Lamatti, Wajo, Duri, Panaikang, Bulukumba, 
Bajeng, Lengkese, Polombangkeng dan beberapa kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Bone. 
Raja ini dinyatakan memaksakan kerajaan-kerajaan yang ditaklukan untuk menyatakan 
ikrar makkanama nu mammio (aku bertitah dan kamu taati) dan mengangkut orang dan 
barang dari negeri taklukan ke bandar niaganya. Kebijaksanaan politik Tunipangga 
Ulaweng bertujuan untuk memudarkan dan melenyapkan bandar niaga kerajaan-kerajaan 
lain. Pemerintahan kerajaan ini telah mengembangkan bidang perdagangan dan politik 
pintu terbuka. Itulah sebabnya pada masa pemerintahan Tunipangga Ulaweng terjadi 
perubahan besar dalam bidang organisasi politik, ekonomi dan sosial. Tunipangga 
Ulaweng, menciptakan jabatan Tumakkajanangngang (pimpinan urusan perlengkapan 
dan perang), organisasi kerja, dan memisahkan jabatan tumailalang (pati) dan sahbanara 
(syahbandar) serta sejak itu dikenal pemakaian timbangan, mesiu dan batu bata. 

Perkembangan itu mendorongnya untuk membangun Benteng Somba Opu dan 
memasang Meriam pada benteng-benteng itu untuk melindungi dan menjamin keamanan 
wilayahnya. Politik perluasan kekuasaan dan pintu terbuka ini akhirnya berhasil mewujudkan 
tujuan untuk menempatkan Makassar sebagai satu-satunya pusat perdagangan di wilayah 
ini. Pedagang dan pelaut Bugis, Makassar, Selayar, Melayu dan Portugis yang melakukan 
pelayaran niaga menjadikan Makassar sebagai pelabuhan  singgah dan pasar produksi 
mereka.  Makassar tampil sebagai bandar utama dalam hubungan niaga dengan daerah 
produksi dan bandar niaga lainnya di bagian timur, selatan, barat dan utara.

Sejak Somba Opu menjadi bandar niaga Internasional, bangsa Eropa yang telah menjalin 
hubungan dagang dengan Kerajaan Gowa yaitu Inggris, Denmark, Portugis, Spanyol, 
Arab dan Melayu. Bangsa Eropa gemar dengan rempah-rempah, mereka mendirikan 
kantor perwakilan dagang di Somba Opu. Hubungan dagang Kerajaan Gowa dengan 
bangsa Eropa terjalin dengan baik dan sekitar tahun 1600-an hubungan dagang dengan 
bangsa Eropa terganggu setelah kedatangan Belanda yang berupaya melakukan blokade 
perdagangan rempah-rempah. Keterbukaan Kerajaan Makassar terhadap semua pedagang 
membuka peluang dan memudahkan terjalin hubungan niaga yang baik dengan penguasa 
pusat perdagangan lain.  

Kehadiran kelompok pedagang lokal maupun asing sejak awal sangat berperan dalam 
mendorong perkembangan niaga di wilayah ini. Kelompok pedagang lokal maupun asing 
berperan dalam membangun jaringan perdagangan dengan penguasa dan penduduk 
di pusat-pusat produksi dan kota dagang-kota dagang lainnya serta menjadi penggerak 
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dinamika kehidupan pasar (mobilitas pasar) ketika itu. Orang-orang Makassar memiliki 
keterikatan erat dengan kehidupan laut maupun tradisi laut. Kompleksitas perwujudan 
kehidupan bahari dapat dilihat dalam bentuk berbagai pranata sosial, karakteristik dan 
mata pencaharian hidup masyarakatnya.

B. SEJARAH MASA KOLONIAL DAN PENDuDuKAN JEPANG

Pada permulaan abad ke-16, Makassar telah berkedudukan sebagai pusat perniagaan 
dari pedagang dan pelaut Makassar dan pangkalan bagi persebaran pelayaran niaga. 
Makassar merupakan pelabuhan transito terpenting dari komoditi rempah-rempah dan 
kayu cendana, Makassar merupakan daerah yang berlimpahan produksi pangan, bandar 
niaga Internasional serta  pemerintahannya sangat baik dan toleransi yang menunjukkan 
adanya keharmonisan hubungan antara berbagai pihak dalam kegiatan perdagangan 
dan kehidupan sosial keagamaan.  Kemajuan yang dicapai Kerajaan Makassar ini 
tidak memberikan kepuasan  bagi pedagang-pedagang Belanda. Pihak Belanda tidak 
menginginkan keberadaan pedagang-pedagang Eropa lainnya dan pemasaran rempah-
rempah di Makassar.

Kedudukan politik dan ekonomi Kerajaan Makassar semakin kuat berkat kebijaksanaan 
yang dilakukan dan perluasan pengaruh hingga ke Kepulauan Maluku merupakan 
tantangan yang besar bagi pihak Belanda. Keterlibatan pedagang-pedagang dari Makassar 
dalam perdagangan di Maluku bagi Belanda merupakan perampasan kekayaannya 
sedangkan Kerajaan Makassar memandang Belanda sebagai pihak yang menentang 
pengaturan Ilahi dan menghancurkan pendapatannya. Pertentangan dan permusuhan 
Kerajaan Makassar dengan Belanda (VOC dipanjangkan) berlangsung sejak tahun 1615. 
Peristiwa itu (Perang Makassar) yang terjadi pada Desember 1666 hingga 18 Desember 
1667 berakhir dengan keberhasilan Belanda memaksakan lawannya untuk mengakui 
keunggulannya yang terpatri dalam Perjanjian Bungaya (Het Bongaais Verdrag).  Ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam perjanjian itu berakibat kehidupan perdagangan menjadi 
pudar dan lesu. Pihak Kerajaan Makassar masih menunjukkan sikap tidak puas akan hasil 
perjanjian perdamaian dan pada tahun 1668 timbul perlawanan serta untuk kedua kalinya 
Kerajaan Makassar dipaksakan mengakui sepenuhnya isi perjanjian dan mensyahkannya 
kembali pada tanggal 28 Juli 1669 di Binaga Berua.

Oleh karena perjanjian ini merugikan kerajaan, maka selanjutnya timbul perlawanan 
yang lebih heroik lagi melawan Belanda. Akibat yang ditimbulkan dari peperangan tersebut 
Benteng Somba Opu jatuh ke tangan Belanda. Setelah hampir 16 tahun melawan penjajah, 
Sultan Hasanuddin meletakkan jabatannya sebagai Raja Gowa ke-16 (tahun berapa sampai 
berapa) dan bersumpah tidak akan kooperatif dengan Belanda. Perjanjian Bungaya tidak 
hanya menandai kekalahan Kerajaan Makassar dalam Perang Makassar, tetapi juga 
merupakan awal dari Kompeni menyodorkan kekuasaannya di wilayah pemerintahan 
Kerajaan Makassar dan awal memudarnya keunggulan kekuasaan Kerajaan Makassar di 
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Sulawesi Selatan. Cornelis Speelman membendung kegiatan dan keterlibatan Kerajaan 
Makassar dalam percaturan pelayaran perdagangan maritim di Nusantara. Kebijakan 
Speelman menghapuskan peran Kerajaan Makassar sebagai pengawas bandar niaga, 
lokasi kegiatan perdagangan dipersempit dan hanya meliputi negara Vlaardingen, Benteng 
Jung Pandang diganti namanya menjadi Fort Rotterdam dan dijadikan markas tentara dan 
kantor perwakilan VOC.

Dalam perkembangan berikutnya, Makassar dijadikan sebagai pos pengaman terdepan 
untuk mengawasi jalur pelayaran ke bagian timur dan melindungi monopoli perdagangan 
VOC di Maluku. Keberhasilan dan kemajuan perdagangan selama berada di bawah 
pengawasan Kerajaan Makassar menjadi tidak ada lagi (sirna). Menjelang pertengahan 
abad ke-17, Pelabuhan Makassar yang mulanya berfungsi sebagai bandar transito dalam 
perkembangannya kemudian tumbuh menjadi pangkalan kegiatan maritim dan bandar 
niaga internasional bahkan sebagai “pasar-internasional”.  

Pada permulaan abad ke-19, kedudukan kompeni (VOC) digantikan oleh pemerintah 
Hindia Belanda. Daerah-daerah yang berdasarkan perjanjian dinyatakan berada di bawah 
kekuasaan kompeni kini beralih di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Untuk menata 
pemerintahan di daerah-daerah yang dinyatakan berada di bawah kekuasaan, maka pada 
tahun 1824 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan pengaturan itu dalam Lembaran 
Negara (Staatblad)  1824 No. 31 a. Pemerintah Makassar dan Daerah Bawahan (Gouvernement 
Makassar en Onderhoorigheden) dibagi dalam lima wilayah administrasi pemerintahan 
yaitu : Makassar meliputi Kota Pelabuhan Makassar, Fort Rotterdam, Kota Vlaardingen dan 
kampung-kampung di sekitarnya dan pulau-pulau yang terletak di depan Kota Pelabuhan 
Makassar.

Pelaksanaan pemerintahan dipundakan pada seorang gubernur sebagai pimpinan 
pemerintahan Makassar dan daerah bawahan. Gubernur membawahi lima orang residen 
yang masing-masing ditempatkan pada setiap wilayah administrasi pemerintahan. 
Berdasarkan aturan, setiap residen masih membawahi beberapa kontrolir (controleur) 
yang ditempatkan pada setiap distrik untuk melaksanakan pengawasan kekuasaan 
dan kegiatan-kegiatan penguasa-penguasa setempat dan bangsawan-bangsawannya. 
Pengaturan wilayah administrasi pemerintahan diperbaharui setelah dilakukan pemetaan 
pada tahun 1857. Pemerintahan Makassar dan daerah bawahan ditata tidak menurut aturan 
yang seragam akan tetapi beragam, juga penempatan pejabat pemerintahan tidak merata. 
Bagian pemerintahan Makassar dibagi dalam dua cabang pemerintahan (onderafdeeling), 
yaitu Cabang Pemerintahan Makassar dan Tallo. Cabang Pemerintahan Makassar berada 
langsung di bawah pengawasan asisten residen (assistent resident) yang dibantu oleh seorang 
pejabat hukum (magistraat) dalam melaksanakan pemerintahan di bagian pemerintahan 
Makassar.

Masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19 hanya merupakan pengawasan 
kekuasaan penguasa bumiputra dalam kegiatan pergantian penguasa dan hubungan 
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kekuasaan antara penguasa-penguasa bumiputra. Pengawasan kekuasaan itu dilakukan 
terhadap semua kekuasaan bumiputra di daerah itu, baik terhadap daerah-daerah 
pemerintahan (gouvernement landen) yaitu daerah-daerah yang dinyatakan berada di bawah 
kekuasaan langsung, maupun terhadap kerajaan pinjaman (leenvorstendom) dan kerajaan-
kerajaan sekutu (bondgenootschappelijke landen).

Masa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1906-1942 di wilayah Sulawesi 
Selatan khususnya Makassar merupakan masa pemerintahan dan kekuasaan Belanda 
yang seutuhnya dan menyeluruh. Penguasaan wilayah ini dicapai setelah dilancarkan 
pengiriman pasukan pendudukan (militaire exspeditie) Sulawesi pada tahun 1905 untuk 
memaksa penguasa-penguasa di wilayah itu khususnya dan di Sulawesi Selatan pada 
umumnya untuk tunduk, patuh dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada 
Pemerintah Hindia Belanda melalui penandatanganan Pernyataan Pendek (Korte Verklaring). 
Atas dasar ini, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan diri sebagai penguasa yang sah 
dan melakukan tugas-tugas pemerintahan serta melakukan kekuasaan langsung terhadap 
rakyat di wilayah itu.

Masa pertengahan abad ke-20 dapat dikatakan awal dari pemerintahan dan kekuasaan 
Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Masa ini ditandai dengan terjadinya 
perubahan yang besar. Kerajaan-kerajaan yang dahulu merupakan kerajaan sekutu 
(bondgenootschappelijke landen) kini dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan 
kekuasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini terjadi perubahan politik 
dalam bidang penataan dan pelaksanaan pemerintahan, penetapan dan penerimaan 
kebijaksanaan serta pengaruh kelompok lapisan terhadap kebijaksanaan pemerintah. 
Pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya (Gouvernement Celebes en Ondehoorigheden) 
diatur secara bertingkat ke bawah bagian pemerintahan (afdeeling), cabang pemerintahan 
(onderafdeeling), daerah adat (adat gemeenschap) dan kampung (kampong). Tingkat bagian 
pemerintahan dan cabang pemerintahan berada di bawah pimpinan pejabat pemerintah 
Belanda, dengan urutan pejabat asisten residen (assistent resident) dan kontrolir (controleur). 
Tingkat daerah adat dan kampung berada di bawah pejabat pemrintah bumiputra, yang 
dijabat oleh regen (regent) dan kepala kampung (hoofd).

Pengalihan kekuasaan ini, mengakibatkan timbulnya perlawanan dan penolakan 
teerhadap pemerintah Hindia Belanda. Untuk memperkuat dan mempertahankan 
kedudukannya, pemerintah Hindia Belanda menawan dan mengasingkan pihak yang 
melakukan perlawanan dan bersikap menentang. Beberapa bangsawan yang diasingkan, 
Karaeng Mappanyuki diasingkan ke selayar, Karaeng Bontonompo diasingkan ke Sumbawa.
Regen Tanralili diasingkan ke Bima (Sumbawa) Sementara terhadap kelompok bangsawan 
yang bersedia bekerjasama dirangkul dan diperbaiki kedudukannya. Perubahan penataan 
wilayah pemerintahan di Sulawesi Selatan terjadi lagi pada tahun 1917,dimana wilayah 
bagian Pemerintahan Makassar dan Bonthain dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan, 
yaitu Makassar, Sungguminasa, dan Bonthain.
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Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Makassar antara tahun 1906-1942 terjadi 
banyak tindakan rakyat baik yang bercorak perampokan maupun tindakan-tindakan yang 
bersifat kepercayaan. Pada umumnya tindakan-tindakan itu dipandang sebagai gerakan 
rakyat menentang pemerintah Belanda. Dalam berbagai laporan resmi pemrintah Hindia 
Belanda disebutkan sebagai pangkal sebab terjadinya gerakan-gerakan rakyat menentang 
pemerintah disebabkan pemerintah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. 
Pemerintah hanya menggantungkan segala kekuatannya pada kekuatan militer dan mata-
mata. Kenyataan itu yang berakibat terjadinya ketidakaturan dan kepastian serta apa yang 
seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan menjadi semu.  

Kegiatan sosial politik terutama tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa pada 
awal tahun 1900-an, mempengaruhi para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi 
Selatan untuk juga bangkit mendirikan organisasi politik kebangsaan. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya penolakan terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 1913, berdiri Sarikat 
Islam di Makassar dipimpin oleh Ince Hasanuddin, dan kemudian berdiri pula Sarikat 
Islam di Pamboang (Mandar) tahun 1914, tahun 1915 di Majane, tahun 1929 di Tinambung, 
Polewali, Pambusuang dan tahun 1930 di Palopo. Pada tahun 1920, K.H. Abdullah 
mendirikan Muhamaddiyah di Makassar. Selanjutnya, Muhammadiyah dan organisasi di 
bawah naungannya, Aisyah (kewanitaan) dan Hizbul Wathan (Kepanduan) berdiri pula 
di Salayar, Palopo, Majene, dan Mandar. Selain itu, di Makassar pun berdiri oerganisasi-
organisasi pergerakan kebangsaan lainnya antara lain Partai Nasionalis Indonesia (PNI), 
Partai Indonesia Raya (Parindra), Nadhlatul Ulama (NU). Organisasi-organisasi tersebut 
mengalami perkembangan setelah organisasi lokal juga menggabungkan diri.

Pada masa pemerintahan Gubernur J.L.M. Swaab (1931-1937) terjadi lagi perubahan 
penataan wilayah pemerintahan. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi mulai 
berkembang organisasi sosial dan politik di daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah Hindia 
Belanda mulai mendekati kelompok-kelompok bangsawan yang telah ditekan dengan 
menjalin hubungan kerjasama. Tujuan kerjasama adalah agar para bangasawan tersebut 
tidak dalam kegiatan organisasi sosial, politik yang mulai berkembang, yang dipandang 
dapat mengancam kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalin hubungan kerjasama, 
pemerintah menawarkan pemulihan kedudukan bekas kerajaan menjadi daerah kekuasaan 
berpemerintahan sendiri.

Pendudukan Jepang di Indonesia dilatarbelakangi ambisi untuk menguasai negara-
negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperialis barat. Tujuannya selain untuk 
kepentingan supremasi (keunggulan dan kekuasaan) Jepang juga menjadikan daerah-
daerah di Asia sebagai tempat menanamkan modal, serta memasarkan hasil industrinya. 
Pendudukan Jepang di Indonesia pada awalnya di Kota Tarakan tanggal 10 Januari 1942, 
kemudian melebarkan wilayah kekuasaannya hingga Minahasa, Balikpapan, Ambon, 
Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang dan Bali kurun waktu Januari-Februari 
1942. 
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Penyerangan pasukan Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang) yang dipimpin 
Laksamana Takeo Takagi dengan tujuan Makassar dilakukan melalui serangan dari arah 
selatan dengan jumlah 2.000 tentara terdiri dari 2 brigade (resimen) pasukan. Kapal perang 
berlabuh sejauh 3 km dari garis pantai, terdiri dari 3 kapal perusak, 15 kapal pengangkut 
dan 3 kapal penjelajah. Selain itu disiapkan kapal pendarat yang sudah mempersiapkan 
pasir dalam karung dan papan untuk jembatan guna memudahkan kendaraan dan tank 
naik ke darat..

Pada masa Jepang dalam menjalankan pemerintahannya dibagi dalam 3 (tiga) wilayah. 
Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara termasuk wilayah III dengan 
pusat komando pertahanan di Makassar. Jepang dalam menjalankan pemerintahan sebagian 
besar struktur pemerintahan Hindia Belanda tetap dilanjutkan. Kabupaten maupun 
kotpraja-kotapraja berjalan terus, semua kekuasaan dijalankan oleh kentyo (bupati) dan 
sico (walikota). Pasukan Kaigun membangun lapangan terbang pesawat tempur bersama 
penduduk setempat di Panyangkalang, Limbung, Gowa serta beberapa bunker (pertahanan 
militer dalam tanah) menghadap ke barat sebagai perlindungan serangan udara tentara 
sekutu dari arah selat Makassar. 

Untuk pertama kalinya tanggal 23 Juni 1943, pasukan Angkatan Udara Sekutu kelima 
dan 17 pesawat pembom Jenis B-24 menyerang dan membom Angkatan Laut Dai Nippon 
di Pelabuhan Makassar dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut 
Jepang. Selain itu beberapa perkampungan, pabrik dan Benteng Ujungpandang serta 
sepanjang pantai Kota Makassar diserang Sekutu,yang mengakibatkan banyak tentara 
Jepang luka-luka dan meninggal dunia termasuk penduduk yang sedang bekerja di 
pelabuhan. Selanjutnya, sejak saat itu sebanyak 21 kali misi serangan dilancarkan oleh 
sekutu dengan sasaran utama, pelabuhan Makassar, galangan kapal, pabrik, perumahan 
dan barak (asrama) tentara Jepang, gudang persenjatan, Benteng Rotterdam, dan selat 
Makassar. Saat pendudukan Jepang di Makassar, pada tanggal 8 Februari 1942, tidak ada 
pemerintahan kota. 

Penduduk Makassar mayoritas mengungsi ke luar kota ke daerah Sungguminasa yang 
jaraknya 15 KM dari pusat kota. Diantara para pengungsi itu terdapat para tokoh perintis 
kemerdekaan yang telah diasingkan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Diantara 
tokoh tersebut, diantaranya Manai Sofjan, Iwa Kusuma Sumantri serta Najamuddin 
Daeng Malewa seorang tokoh berpengaruh di Makassar. Pemerintah tentara Jepang di 
Makassar, meminta tokoh-tokoh tersebut untuk membangun kembali pemerintahan kota. 
Najamuddin Daeng Malewa dan Yusuf Samah terpilih sebagai walikota dan wakil walikota 
Makassar zaman pendudukan Jepang.

Dalam melancarkan lalulintas perekonomian, Komandan Angkatan Laut Jepang di 
Makassar “Shireikan” mendirikan suatu perusahaan Angkatan Laut yang dinamakan 
“Minsen Unkokai” berkedudukan di Makassar. Usaha ini untuk menghimpun perahu-
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perahu Bugis/Makassar. Para pemilik perahu hanya menerima sewa peahunya, sedangkan 
segala muatan dan perlengkapan selama berlayar disediakan oleh Minsen Unkokai.

Sekolah-sekolah di Makassar dalam masa pendudukan Jepang, menerapkan sistem 
pendidikan Jepang. Jenis-jenis sekolah di Makassar pada saat itu, terdiri dari Futsu 
Kogakko (Sekolah Dasar Tiga Tahun), Futsu Jokyu Kogakko (Sekolah Dasar Enam Tahun), 
Jokyu Kogakko (Sekolah Dasar Sambungan Tiga Tahun), Sihon Gakko (Sekolah Guru 
Menengah), Tokubetsu Cugakko (Sekolah Menengah Istimewa yang hanya menerima 
anak-anak bangsawan serta Cugakko (Mulo/SMP) dan Kota Gakko (HBS/SMA). Selain itu, 
pemerintah Kaigun di Makassar mendirikan Sen In Kunrensyo (Sekolah Latihan Pelayaran) 
untuk mendidik pemuda-pemuda Indonesia yang dapat membantu Kaigun.

Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak dan beberapa pusat pertahanan di Jepang jatuh 
ke tangan Amerika Serikat.  Kota Makassar di akhir Perang pasifik sudah parah kondisinya 
karena serangan sekutu sehingga awal tahun 1945 Angkatan Laut Jepang memindahkan 
sejumlah besar persenjataan dan amunisinya dengan truk ke malino dan membangun 
benteng pertahanan termasuk rumah sakit untuk menghindari serangan dari laut.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 di Jakarta dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) yang anggotanya terdiri dari 27 orang termasuk tambahan 6 orang. Wakil-wakil 
dari Sulawesi yang duduk sebagai anggota PPKI adalah Andi Mappanyuki, DR.G.S.S.J 
Ratulangi dan Andi Pangerang Pettarani. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang 
menyerah kepada sekutu dan berakhir masa pendudukan Jepang di Indonesia sehingga 
tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. 

Penjajahan Jepang dalam waktu tiga tahun  memberikan dampak diantaranya semakin 
memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat diantaranya perampasan 
kekayaan rakyat, produksi pertanian menurun dan sandang pangan sulit didapatkan. 
Kesejahtraan rakyat berangsur-angsur mulai membaik setelah kemerdekaan dan pulihnya 
keamanan daerah ini dari gangguan serta ancaman sisa-sisa kolonialisme.

C. SEJARAH MASA KEMERDEKAAN

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, tentara sekutu mendarat 
di Makassar pada tanggal 23 September 1945. Tanggal 24 September 1945, rakyat di kota 
Makassar secara serentak menaikkan bendera Merah Putih  dan menjadikan Makassar 
jadi Kota Merah Putih. Sejak saat itu, insiden kekerasan pertempuran bersenjata dalam 
mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Makassar 
terus berlanjut menjadi peristiwa Palagan Makassar (28 Oktober 1945). Peristiwa Palagan 
Makassar sebagai perjuangan perlawanan terhadap penjajahan asing dari kawasan timur 
Indonesia yang berkorban khusus sebagai salah satu “Tiang Penggerak” NKRI.  Begitupun 
peristiwa Korban 40.000 jiwa di Makassar akibat kekejaman Westerling menjelang 
berlangsungnya Konferensi Malino di Malino 14 Desember 1946 merupakan sikap 
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heroik dan patriotisme rakyat Makassar dalam mempertahankan kemerdekaan sehingga 
mendapatkan perlawanan tragis dari sekutu. LAPRIS (Lasykar Pemberontakan Rakyat 
Indonesia Sulawesi) dengan taktik ekspedisi lokalnya telah mempanikan pertahanan 
musuh penjajahan Belanda dan sekutu-sekutunya di empat afdeeling (Bonthain, Makassar, 
Pare-pare dan Mandar).

Di era Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 
1945 serta Negara Indonesia Timur yang dibentuk pada tanggal 24 Desember 1946, Kota 
Makassar merupakan gemeente Makassar. Pada bulan Mei 1950, gemeente Makassar  dilebur 
menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
1959, Kota Makassar menjadi DT II Kotapradja Makassar.  Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1965 merubah Kotapraja Makassar menjadi DT II Kotamadya Makassar dengan 
wilayah administratif 8 kecamatan serta jumlah penduduk 450.000 jiwa.

Kota Makassar dari tahun 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung 
Pandang.  Ujung Pandang merupakan nama baru yang dikenakan untuk menggantikan 
nama sebelumnya setelah terjadi perluasan wilayahnya dengan menambah sebagian 
wilayah dari Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros tahun 1978. Kotamadya Ujung 
Pandang itu merupakan perluasan dari bekas Kotamadya Makassar, perluasan wilayah 
ini merupakan salah satu sebab nama kota itu diganti menjadi Kotamadya Ujung Pandang 
pada tahun 1976. Pengambilan nama Ujung Pandang berlandaskan pada anggapan bahwa 
pusat kota itu adalah wilayah sekitar Benteng Ujung Pandang dan kebanyakan penduduk 
di luar kota itu senantiasa menyebut kota itu Jung Pandang atau Ujung Pandang.

Pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999. Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota 
Makassar dan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah luas wilayah pun 
bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha menjadi 175.77 km.  

Makassar merupakan kota yang multi etnis, penduduk Makassar kebanyakan berasal 
dari Suku Makassar dan Suku Bugis. Sisanya berasal dari Suku Toraja, Mandar, Buton, 
Tionghoa, Jawa dan sebagainya.      Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena 
berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di 
Sulawesi Selatan, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan 
dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Wilayah Kota Makassar berada pada 
koordinat 119 derajat BT dan 5,8 derajat LS dengan ketinggian bervariasi antara 1-25 
meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan 
kemiringan 0-5 derajat ke  arah barat. Kota Makassar diapit dua muara sungai yaitu Sungai 
Tallo dan Sungai Jeneberang. 

Makassar yang dikenal dengan kota Anging Mamiri berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 
Gowa serta di bagian barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
Topografi wilayah Kota Makassar merupakan dataran rendah dan daerah pantai. Selain 
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terdiri dari wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepualuan yang dapat 
dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. 

Di era reformasi ini, Kota Makassar meliputi 15 kecamatan dan 153 desa/kelurahan 
dengan jumlah penduduk 1.398.804 jiwa. Ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan 
pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan 
Biringkanaya. Kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu 
kota terbesar di luar Pulau Jawa setelah Kota Medan. Saat ini Kota Makassar dipimpin oleh 
Walikota terpilih,  Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto serta Wakil Walikota, Dr. Syamsu Rizal 
MI, S.Sos, M.Si. Walikota ke-27 ini visinya mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia 
untuk Semua, Tata Lorong Bangun Kota Dunia dengan Semboyan Kota Makassar, Sekali 
Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut ke Pantai.
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GEOGRAFIS
DAN

KEADAAN ALAM
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Kota Makassar mempunyai posisi strategis 
karena berada di persimpangan jalur lalu lintas 
dari arah selatan dan utara dalam provinsi di 
Sulawesi Selatan, dari wilayah kawasan barat 
ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari 
wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.

Kota Makassar diapit dua muara sungai yaitu 
Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Makassar 
yang dikenal dengan kota Anging Mamiri 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros 
di sebelah utara dan timur, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Gowa serta 
di bagian barat dan utara berbatasan dengan 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
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Peta Kota Makassar dan sekitarnya, [1910]
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. C. 79
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Peta Topografi Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1922.
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2649/Blas-12h/148
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Peta Topografi Makassar, Sulawesi Selatan, 1924
Sumber: ANRI,  Dinas Topografi No. 2594/Blad 12 B/147
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Perkampungan yang asri di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT No. 832/29
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Bagian kota yang dibombardir sekutu ketika pendudukan Jepang, 
Makassar, Sulawesi Selatan, 1945.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 342/40



26 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pemandangan di tepi Pantai Makassar, Sulawesi Selatan 12 Agustus 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. 530812 RR 2-2
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Pemandangan di Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan 5 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 571005 RR 4-2
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Peta Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1968.
Sumber: ANRI, Marzuki Arifin No. 23
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POLITIK
DAN

PEMERINTAHAN
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Kemasyhuran Kota Makassar tidak lepas dari politik 
Kerajaan Gowa yang menempatkan Makassar sebagai 
pusat perdagangan.  Pada permulaan abad ke-16, 
Makassar telah berkedudukan sebagai pusat perniagaan 
dan pangkalan bagi persebaran pelayaran niaga.  
Perjanjian Bungaya tidak hanya menandai kekalahan 
Kerajaan Makassar dalam Perang Makassar, tetapi 
juga merupakan awal dari kompeni menyodorkan 
kekuasaannya di wilayah pemerintahan Kerajaan 
Makassar dan awal memudarnya keunggulan kekuasaan 
Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan.

Keramaian bandar Makassar mencapai puncaknya pada 
pertengahan abad ke-17, adapun masa pemerintahan 
Hindia Belanda pada abad ke-19 merupakan pengawasan 
kekuasaan penguasa bumiputra dalam kegiatan 
pergantian penguasa dan hubungan kekuasaan antara 
penguasa-penguasa bumiputra. Masa pemerintahan 
Hindia Belanda antara tahun 1906-1942 di wilayah 
Sulawesi Selatan khususnya Makassar merupakan masa 
pemerintahan dan kekuasaan Belanda yang seutuhnya 
dan menyeluruh.
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Bagian awal dan akhir dari Perjanjian Bongaya, yang memaksa Sultan Hasanuddin 
dari Kerajaan Goa mengakhiri perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda, 1667.
Sumber: ANRI, Makassar No. 273.a
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Bagian awal sejarah singkat mengenai Pemerintah Makassar, [1669].
Sumber: ANRI, Makassar No. 294
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Memorie van Overgave (Memori Serah Terima Jabatan) Residen 
Makassar antara Cornelis Beernick dan Willem de Roo, 14 Juni 1703.
Sumber: ANRI, Makassar No. 157
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Surat Perjanjian Raja Makassar dengan Pemerintah Hindia Belanda, 23 November 1719.
Sumber: ANRI, Makassar 374/16
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Bagian awal Laporan Politik Umum dari Pemerintah Sulawesi 
(Celebes) dan Daerah Kekuasaannya,1856.
Sumber: ANRI, Makassar 1.2
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Bagian awal dari Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 
11 tanggal 22 Juni 1896 mengenai Pulau Nusa Lima yang merupakan 
bagian dari wilayah Tallo, Sulawesi Selatan.
Sumber: ANRI, Besluit 22 Juni 1896 No. 11
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Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/12
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Istana residen Indonesia Timur dilihat dari depan dan samping, 
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/54
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Duta Besar Cina Hi Ti Chung mengunjungi Walikota Cina di Makassar 
dengan Membawa Bunga, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 269/28
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Duta Besar Cina Hi Ti Chung dengan beberapa staff mengunjungi 
Walikota Cina di Makassar, Sulawesi Selatan, 1946.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/62
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Surat Keputusan Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur mengenai 
perubahan pembagian tata usaha dari afdeling Makassar dari bekas Keresidenan 
Selebes Selatan,19 Januari 1950.
Sumber: ANRI, RIS No. 164
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Presiden Soekarno berfoto bersama masyarakat India di Makassar, 
1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 23
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Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Koordinator Keamanan 
Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika tiba di Bandara Hassanudin 
Makassar dalam rangka kunjungannya ke Makassar, 24 Februari 1951.
Sumber: ANRI, Kempen No. 5647
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Bagian awal Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Persiapan 
Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Lingkungan 
Daerah Otonom Provinsi Sulawesi, 6 September 1951.
Sumber: ANRI, Sekretariat Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 88
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Presiden Soekarno tiba di Makassar dalam rangka kunjungannyA ke 
Sulawesi Selatan, disambut oleh rakyat dengan meriah, 11 November 1951.
Sumber: ANRI, Kempen No. K 511111 RR 18
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Kunjungan Kerja Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Dalam Negeri Mr. 
Mohammad Roem ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam kunjungannya 
antara lain melihat harta benda negara dari Raja Goa di Makassar, 2 Juli 1952.
Sumber: ANRI, Kempen No. 520702 RR 2
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Bagian awal Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tentang 
Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya 
dalam Daerah-daerah Swatantra, 12 Agustus 1952.
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 138
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Kata pengantar Kepala Daerah Makassar pada upacara peresmian pemindahan ibukota 
daerah Swatantra Makassar ke Sungguminasa, Januari 1953.
Sumber : ANRI, Muhammad Yamin No. 329
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Bagian awal Pidato Kepala Daerah Makassar pada Upacara Peringatan Pahlawan 
Hasanuddin di Balai Pertemuan Masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1954.
Sumber: ANRI, Muhammad Yamin No. 329a
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Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati tiba di Bandar Udara Mandai Makassar, 
dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 15 Juli 1954.
Sumber: ANRI, Kempen No. 540715 RR 6
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Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang dan Panglima Teritorial VII menyambut 
kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibu Rahmi Hatta di Bandar Udara 
Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 22 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M 10534
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Pelaksanaan Pemilihan Umum di Makassar, 29 September 1955.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 11856
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Bagian awal Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang 
Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Goa, Daerah 
Makassar dan Daerah Jeneponto - Takalar, 16 Januari 1957.
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet Undang-Undang Darurat No. 137
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Pelantikan Abdul Latief Daeng Massikki menjadi Walikota Makassar, 
di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 Januari 1958.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi  M. 14451
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Kunjungan Presiden Soekarno ke Makassar dalam rangka menghadiri Rapat Raksasa 
“Pembebasan Irian Barat” di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.
Sumber: ANRI, Kempen M 16589/1
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PERTAHANAN
DAN

KEAMANAN
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Sejak masa kerajaan, nasionalisme, patriotisme dan 
heroisme telah ditunjukkan oleh orang-orang Makassar 
dalam menentang kolonialisme. Sikap patriotisme dan 
ksatria dari Sultan Hasanuddin dimana setelah hampir 16 
tahun melawan penjajah,meletakkan jabatannya sebagai 
Raja Gowa ke-16 dan bersumpah tidak akan kooperatif 
dengan Belanda. Begitupun dalam memepertahankan 
kemerdekaan dan keutuhan NKRI, terjadi beberapa 
peristiwa di Makassar, diantaranya peristiwa Palagan 
Makassar sebagai perjuangan perlawanan terhadap 
penjajahan asing dari kawasan timur Indonesia yang 
berkorban khusus sebagai salah satu “Tiang Penggerak” 
NKRI.  LAPRIS (Lasykar Pemberontakan Rakyat 
Indonesia Sulawesi) yang dibentuk Robert Wolter 
Monginsidi dan Ranggong Daeng Romo dan lainnya 
dengan taktik ekspedisi lokalnya telah mempanikkan 
pertahanan musuh penjajahan Belanda dan sekutu-
sekutunya.
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Sketsa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa yang melakukan perlawanan 
terhadap penjajahan Belanda di Sulawesi terutama Sulawesi Selatan pada 
abad ke-17. Atas jasa-jasanya, Sultan Hasanuddin dianugerahi Pemerintah 
RI sebagai Pahlawan Nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 87/K/1973.
Sumber: ANRI, R 530312 FG 1-1
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Surat dari Sismadi kepada Wedana Tanah Merah tentang 
operasi penangkapan ke Makassar, 12 Juni 1929.
Sumber: ANRI, Boven Digoel No. 259
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Pembesar Belanda diikuti Prajurit di benteng Rotterdam, 
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/39
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Pawai Sipil dan Militer, pada Pelaksanaan Pelantikan di depan 
Banteng Roterdam, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 326/84
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Kedatangan Tentara Belanda di Makassar Batalyon ke 3 dari Infanteri Pemerintahan 
ke 11 dari Pasukan Angkatan Darat Berada di Atas Kapal, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/58
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Surat Panitia penyelenggara konferensi seluruh nama perjuangan di Indonesia timur dan 
panitia bekas tawanan politik di Makassar tentang desakan supaya mendapat pengakuan 
menjadi tentara resmi guna menjaga keamanan di wilayah Indonesia timur, 2 Januari 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 84
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Laporan Panitia Penghubung Perwakilan Republik Indonesia Serikat tentang insiden Makassar, 
28 April 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 283
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Kawat dari Front penentang proklamasi Republik Maluku Selatan, Makassar kepada Pati 
APRIS tentang permohonan untuk ikut serta dalam angkatan perang ke Maluku Selatan, 
disertai pengantar, 5 Mei 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 108
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Komisi Parlementer Makassar mengunjungi rumah dimana Robert Wolter Monginsidi 
ditangkap tentara Belanda, 7 November 1950.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 5435
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Surat dari Kepala Staf Angkatan Perang kepada Presiden Republik Indonesia tentang 
usul agar Perdana Menteri dan Menteri Penerangan mendesak secara personal kepada 
Pemimpin-pemimpin Makassar untuk berusaha nyata agar Kahar Muzakkar memenuhi 
panggilan pemerintah, 29 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1762
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 199 tahun 1953 tentang 
Pengangkatan Hakim-Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar, 
18 November 1953.
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet, Keppres No. 882
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Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto menyambut kedatangan Kepala 
Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal A.H. Nasution di Lapangan Terbang Panaikan, 
Makassar, dalam rangka menghadiri peringatan Hari Pahlawan, 10 November 1962.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul Sulselra M 16807
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Konferensi Pers Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H.Nasution di Lapangan 
Terbang Mandai, Makassar, menjelaskan tentang Operasi Pembebasan Irian Barat 
dari Penjajahan Belanda yang akan bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. 
Tampak Letnan Kolonel M. Yusuf mendampingi KASAD, 30 Maret 1960.
Sumber: ANRI, Kempen K 600330 RR 1
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Dari kiri ke kanan: Kolonel M.Yusuf, Panglima Operasi Mandala: Mayor 
Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal Achmad Yani dan Letnan Jenderal Gatot 
Subroto saat menghadiri Timbang Terima Deputi Kepala Staf Angkatan Darat 
Wilayah Indonesia Timur di Makassar, 22 Januari 1962.
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M 16641
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Kedatangan gelombang I Pasukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat di Makassar, 
Sulawesi Selatan, 15 Februari 1962.
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra  M. 16668.
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Bagian awal Pidato Presiden Soekarno pada upacara Pembubaran “Komando 
Mandala” di Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Mei 1963.
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 492
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KEAGAMAAN
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Salah satu ulama yang termasyhur dari Makassar 
adalah Syech Yusuf yang wafat tanggal 23 Mei 
1669 di Afrika Selatan. Sejak masa Kerajaan Gowa, 
Agama Islam telah masuk ke Makassar. Pada 
tanggal 9 Jumadil Awal 1051 Raja I Mangerangi 
Daeng Manrabbia Raja Gowa XIV menyatakan 
masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan 
Alauddin. Sejak kedatangan kolonialisme Belanda di 
Makassar, Agama Kristen juga menyebar di wilayah 
ini. Sehingga saat ini di Kota Makassar selain berdiri 
masjid-mesjid megah juga berdiri beberapa gereja 
tua seperti gereja dekat Kastil Rotterdam dan Gereja 
Katholik.



79Citra Kota Makassar dalam Arsip

Tembok Sisa reruntuhan Masjid Bone di Makassar, 
Sulawesi Selatan, 1814-1816.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 807/004
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Masjid tampak depan di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 808/37
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Gereja Protestan orang Toraja di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 810/14
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Gereja Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 809/42
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Pemakaman tentara sekutu beragama kristen di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 813/90
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Masyarakat Makassar melaksanakan Sholat Idul Fitri
di Lapangan Karebosi, Makassar, 13 Juni 1953.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 8559
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Gereja tua dekat Kastil Rotterdam yang sekarang di pakai gudang senjata Garnizun 
di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 810/20
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Pintu masuk Klenteng Cina, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 98/14
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Pemandangan di depan Masjid Raya 
Kota Makassar, 26 November 1954.
Sumber: ANRI, Kempen No. 531126 RR 4
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Surat surat mengenai konferensi Lapunu (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama), 
Makassar, 1955.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 1273
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Surat dari PBNU kepada Konsul PBNU Sulawesi di Makassar mengenai penyelesaian dan 
penggantian ongkos perjalanan Udara Jakarta - Makassar untuk mengikuti konferensi 
Nahdlatul Ulama, 1 November 1955.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 61
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Surat mengenai penyelenggaraan Kongres Bhinneka Tunggal Ika 
keamanan di Makassar, April 1957.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2977



93Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat mengenai permohonan grasi dan memorie Van kasasie yang PBNU lakukan di 
pengadilan tinggi Makassar dan Surabaya, 2 April 1958.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2958
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Surat dari ketua konsulat SBII (Serikat Buruh) Sulawesi kepada waperdam I RI mengenai 
ketidak puasannya terhadap wakil SBII Sulawesi dalam susunan p4d yang dianggap 
menguntungkan PKI, 22 Juni 1958.
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2906
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PARIWISATA 
DAN

 BUDAYA
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Di Kota Makassar sektor pariwisata memiliki potensi 
besar untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan.  
Mengingat potensi obyek wisata yang dimiliki Kota 
Makassar sangat beragam meliputi kawasan wisata 
seperti wisata sejarah/budaya, wisata alam/pantai. 
Kekayaan Wisata Sejarah/budaya di Kota Makassar 
terlihat dari beberapa herritage dan benda cagar 
budaya yang merupakan warisan dari Kerajaan 
Makassar tempo dulu.

Warisan heritage diantaranya, Fort Rotterdam, 
klenteng Cina di daerah Pecinan, kompleks makam 
Pangeran Diponegoro dan keluarganya, serta warisan 
seni budaya seperti  alat musik gantang, orkes kulu-
kulu wa, tari Cakalele, atraksi Mappadendang, 
Tarian Ma’giri, Tarian Pepe-pepeki ri Makka serta 
tarian tradisional Tari Pakarena.



97Citra Kota Makassar dalam Arsip

Profil laki-laki muda di Makassar, Sulawesi Selatan, 1913.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 693/12



98 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Sepasang pengantin Makassar dan Naik Kereta Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 388/72



99Citra Kota Makassar dalam Arsip

Sekelompok lelaki Makassar memainkan alat musik gantang
(tromels), kecapi dua senar dan gong, Sulawesi Selatan, [1940].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi  No. 909/53



100 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rumah panggung Raja Goa ke V, Makassar, Sulawesi Selatan, [1940].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 221/70



101Citra Kota Makassar dalam Arsip

Profil gadis Makassar dengan pakaian adatnya, 1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 13



102 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Presiden Soekarno berfoto bersama para gadis dengan 
menggunakan pakaian adat Makassar, 1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 152



103Citra Kota Makassar dalam Arsip

Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pahlawan Nasional 
Robert Wolter Monginsidi di Makassar, 28 Juli 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500728 RR 1-29



104 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pangeran Diponegoro, 
di Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Juli 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500728 RR 1-43



105Citra Kota Makassar dalam Arsip

Orkes Kulu-kulu Wa dari Sulawesi Selatan ketika sedang bermain 
di Studio RRI Makassar, 28 November 1952.
Sumber: ANRI, Kempen No. 521128 RR 1



106 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya di Makassar, 
8 Oktober 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. 531008 RR 2-3



107Citra Kota Makassar dalam Arsip

Makam Sultan Hasanuddin di Makassar,
10 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 571010 RR 4-7



108 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Barisan Penari Cakalele menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Lapangan 
Terbang Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.
Sumber: ANRI, Kempen No. 620104 RR 14



109Citra Kota Makassar dalam Arsip

PENDIDIKAN



110 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Sejak masa kolonial di wilayah Makassar sudah 
didirikan SR (Sekolah Rakyat), pada tahun 
1930 sudah dibangun pula Rumah Onderwyzer 
(Guru Sekolah Dasar) di Makassar.  Pada masa 
pendudukan Jepang, sekolah-sekolah di Makassar 
menerapkan sistem pendidikan Jepang.

 Pada era 1950-an didirikan Universitas Hasanuddin 
di Makassar. Pada tanggal 7 November 1953, 
Presiden Soekarno berkunjung ke Fakultas 
Ekonomi Universitas Hasanuddin serta tanggal 
10 November 1962, Panglima Operasi Mandala 
Mayor Jenderal Soeharto menandatangani Naskah 
Peresmian Universitas Muslimin di Makassar. 
Pada tanggal 29 April 1963, Presiden Soekarno 
menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam 
Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar 
Negara dari Universitas Hasanuddin



111Citra Kota Makassar dalam Arsip

Bagian awal Surat dari Kepala Misi Pengajaran kepada Gubernur 
Makassar tentang dasar-dasar ketertiban di Makassar, 31 Mei 1828.
Sumber: ANRI, Makassar 458.a



112 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rumah Onderwyzer (Guru Sekolah Dasar) di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 826/71



113Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pemberian ijazah kepada peserta Kursus Pemberantasan Buta Huruf yang telah lulus di 
Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 23 November 1951.
Sumber: ANRI, Kempen No. 511123 RR 3



114 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat Keputusan Gubernur Sunda Kecil No. 15/UP/3/3/34 tentang pemberian 
kesempatan belajar kepada V.H.R. Koroh, Kepala Daerah Swapraja Amarassi di 
SMA Makassar, 24 Januari 1952.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1080



115Citra Kota Makassar dalam Arsip

Presiden Soekarno dengan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 November 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. 531007 RR 7



116 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat dari P.H.J.M Theuniissen kepada Presiden tentang pengangkatan PH YM 
Theunissen sebagai direktur sekolah menengah R.K Tomohon Makassar, 18 Juli 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 366



117Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat dari Prof. Mr. Djokomarsaid Tirtodiningrat (Presiden Universitas 
Hasanuddin) kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Laporan 
Tahunan Universitas Hasanuddin, 15 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1233



118 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Bagian awal dari Kuliah Umum yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di 
depan dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi 
Selatan, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, 31 Oktober 1958.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No.929



119Citra Kota Makassar dalam Arsip

Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada upacara pelantikan Arnold 
Mononutu sebagai Presiden Universitas Hasanuddin dan Ir. Otong Kosasih 
sebagai Presiden Institut Teknologi Bandung, 15 Juli 1960.
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soekarno No. 197



120 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Bagian awal Pidato Presiden pada Upacara Pelantikan Sdr. Arnold Mononutu 
sebagai Presiden Universitas Hasanuddin (Makassar) dan Prof. Ir. Otong Kosasih 
sebagai Presiden Institut Teknologi Bandung, di Istana Merdeka, 15 Juli 1960.
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 197



121Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pidato Presiden di hadapan Mahasiswa, Sipil dan Militer di Gedung 
Universitas Hasanuddin Makassar, 7 Januari 1962.
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 362



122 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto sedang menandatangani Naskah 
Peresmian Universitas Muslimin di Makassar, Sulawesi Selatan, 10 November 1962.
Sumber: ANRI, Deppen RI No. 62-7336



123Citra Kota Makassar dalam Arsip

Saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik 
Khusus Hubungan Antar Negara dari Universitas Hasanuddin di Makassar. 
Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharo sedang memberikan 
ucapan selamat kepada Presiden Soekarno, 29 April 1963.
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16950.



124 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Upacara Pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus 
Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin
di Makassar, 29 April 1963.
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16947



125Citra Kota Makassar dalam Arsip

Bagian awal dari Pidato Presiden Soekarno pada Upacara Pemberian gelar Doctor 
Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada 
Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar, 29 April 1963.
Sumber: ANRI, Pidato Presiden 1950-1959 No. 485



126 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Kutipan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik 
Indonesia Nomor 13110/UP/II/64 tentang Pengangkatan Dr. Ruslan Abdul Gani (Menko 
Perhubungan dengan Rakyat) sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam mata pelajaran 
Sosialisme Indonesia pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 31 Desember 1964.
Sumber: ANRI, Roeslan Abdul Gani No. 1372



127Citra Kota Makassar dalam Arsip

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
tentang Pengesahan Statua Universitas Hasanuddin, 1 Juli 1977.
Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0235/U/1977



128 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
0154/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hasanuddin, 5 Maret 1983.
Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0154/o/1983



129Citra Kota Makassar dalam Arsip

Perubahan bentuk dan nama Akademi Keuangan dan Perbankan Bhineka Tunggal Ika di Ujung Pandang 
menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Bongaya Makassar, 19 Agustus 1988.
Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0398/o/1988



130 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Fragmen sambutan Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Kongres Nasional 
ke II Serikat Mahasiswa Indonesia di Makassar, 8 Desember 1996.
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Suharto No. 9984



131Citra Kota Makassar dalam Arsip

OLAHRAGA
DAN

KESEHATAN



132 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Fasilitas untuk urusan kesehatan di daerah Makassar 
sejak tahun 1950-an sudah memadai. Tahun 1952 sudah 
ada Rumah Sakit Kusta Jongaya di Makassar, dimana 
pada tanggal 1 November 1952 telah dibuka pavilyun 
kanak-kanak penderita penyakit kusta. Begitupun dalam 
upaya memberantas penyakit TBC, telah dilakukan 
penyuntikan vaksin kepada masyarakat pada tanggal 
26 Agustus 1954 di Kota Makassar. Fasilitas obat-obatan 
sudah tersedia lengkap, hal ini bisa terlihat dari apotik-
apotik yang sudah ada sejak tahun 1930, diantaranya 
Apotik Rumah Sakit Militer di Makassar.

Dalam bidang Olahraga sejak  Septemer 1957, di Makassar 
telah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional IV di 
Gedung Stadion Makassar. Begitupun prestasi dalam 
Olahraga Sepakbola sudah menuai prestasi. Pada tahun 
1959 Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) sebagai Juara 
Nasional Persatuan Sepakbola  Seluruh Indonesia (PSSI).



133Citra Kota Makassar dalam Arsip

Bagian dalam apotik Rumah Sakit Militer di Makassar, 
Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 780/78



134 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Presiden Soekarno ketika sedang menjenguk pasien di Rumah Sakit Makassar, 
Sulawesi Selatan, 1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 128



135Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pembukaan sebuah pavilyun kanak-kanak penderita penyakit kusta di 
Rumah Sakit Kusta Jongaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 1 November 1952.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul  M. 7784



136 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Penyuntikan untuk memberantas penyakit TBC di Makassar, 
Sulawesi Selatan, 26 Agustus 1954.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul  M. 10149



137Citra Kota Makassar dalam Arsip

Suasana pada hari pembukaan Pekan Olah Raga Nasional IV di Stadion Makassar, 
Sulawesi Selatan, 28 September 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 570928 RR 2-3



138 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Gedung Stadion Makassar tempat diselenggarakannya Pekan Olah 
Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 September 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 570930 RR 2-1



139Citra Kota Makassar dalam Arsip



140 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pada perlombaan lari jauh 10.000 meter, Pekan Olah Raga Nasional 
IV di Makassar, seorang atlit dari Sulawesi Selatan yang sudah lelah 
ditolong oleh para juri, 1 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 571001 RR 1-34



141Citra Kota Makassar dalam Arsip

Penyerahan medali kepada pemenang perlombaan lari 800 meter putera pada 
Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Kempen No. 571005 RR 1-3



142 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) sebagai juara nasional Persatuan 
Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), 10 September 1959.
Sumber: ANRI, Djapen Prosul  M. 15547



143Citra Kota Makassar dalam Arsip

TRANSPORTASI
DAN

KOMUNIKASI



144 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pelabuhan Makassar sebagai salah satu tempat singgah 
pelayaran/perdagangan di Indonesia Bagian Timur sejak 
masa Kolonial. Kapal laut merupakan salahsatu sarana 
transportasi utama sejak masa Kerajaan Makassar sampai 
saat ini dalam melakukan pelayaran dan perniagaan ke 
beberapa daerah dan negara.  Selain itu, kapal motor 
dan perahu layar sebagai sarana transportasi laut yang 
digunakan masyarakat untuk berinteraksi ke beberapa 
daerah di sekitar Pulau Sulawesi dan sekitarnya. 
Pada tahun 1930-an, kerbau digunakan sebagai alat 
transportasi darat di Makassar, selanjutnya becak 
dan sepeda  merupakan alat transportasi murah yang 
digunakan masyarakat Makassar sejak tahun 1950-an 
hingga sekarang.

Untuk kebutuhan komunikasi sejak tahun 1930 
sudah didirikan Kantor Pos dan Telegraf di Makassar, 
mengingat posisi Makassar sebagai daerah yang sangat 
penting di Indonesia Bagian Timur.



145Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat dari Direktur Pelabuhan Makassar kepada Direktur Burgerlijke 
Openbare Werken tentang rencana pemberian kenaikan gaji untuk 
juru tulis dan pegawai bantu untuk tahun anggaran 1919.
Sumber: ANRI, BOW No. 1424



146 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat dari direktur pelabuhan Makassar kepada Direktur Burgerlijke Openbare 
Werken Afdeeling H di Weltevreden tentang penyewaan lahan pelabuhan dan 
pernyataan bahwa lahan pelabuhan tidak dapat dibeli, 20 Oktober 1919.
Sumber: ANRI, BOW No. 1422



147Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat dari Sekretaris Pelabuhan Makassar kepada Kepala Bagian  Pelabuhan 
di weltevreden tentang sistem administrasi suplai barang masuk dan keluar 
di kantor pelabuhan Makassar, 26 Agustus 1924.
Sumber: ANRI, BOW No. 3699



148 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Kedatangan Presiden pos Indonesia di Mandar Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 269/36



149Citra Kota Makassar dalam Arsip



150 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan sebagai salah satu tempat singgah 
pelayaran/perdagangan yang cukup ramai di Indonesia Bagian Timur, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/17



151Citra Kota Makassar dalam Arsip

Kerbau selain digunakan sebagai alat pertanian juga digunakan sebagai 
salah satu alat transportasi di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 674/78



152 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Kantor pos dan telegrap di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi  No. 55/29



153Citra Kota Makassar dalam Arsip

Kapal Motor ”Bango” sebagai salah satu alat transportasi laut
di Makassar, Sulawesi Selatan, 11 Desember 1952.
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M.7876



154 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pemandangan di Pelabuhan Makassar dengan perahu layar 
yang akan memuat rotan, 12 Agustus 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. 530812 RR 5



155Citra Kota Makassar dalam Arsip

Lalu lintas di Kota Makassar dan beca sebagai salah satu
alat transportasi yang murah, 8 Oktober 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. K531008 RR 3-3



156 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang menyehatkan dan sudah mulai 
dimanfaatkan masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1953.
Sumber: ANRI, Kempen No. K 531126 RR 1-9



157Citra Kota Makassar dalam Arsip

INFRASTRUKTUR



158 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Ketika Makassar berada dalam pengawasan Kerajaan 
Makassar, pertumbuhan perdagangan Makassar 
menampilkan kemajuan dan keberhasilan yang luar biasa. 
Sejak permulaan abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-
17 di Makassar telah bermukim bermacam-macam suku 
bangsa dari berbagai tempat dan budaya. Karakteristik 
Kota Makassar sebagai tipologi Kota Pelabuhan karena 
sejak awal pertumbuhannya dipengaruhi aktifitas 
pelayaran laut dan perdagangan. Pembentukan wilayah 
Kota Makassar mengikuti bentuk geografis sosial-
kemaritiman. Hal ini bisa terlihat dengan tumbuhnya 
berbagai bangunan fisik dari struktur kota seperti istana 
raja, benteng, tempat ibadah, pasar, bangunan rumah 
pendatang asing di sekitar bandar. Pada tahun 1922 telah 
dibangun dermaga dan hanggar di Pelabuhan Makassar. 
Begitupun pada tahun 1930-an  di Makassar telah ada 
Hotel Oranye, Areal Perkumpulan Olah Raga Layar, 
Kantor Pos, Menara Air untuk menyediakan fasilitas air 
bersih, Gedung Raad van Justitie, Penjara, Gedung Gedung 
Gemeente Huis, Gedung Dewan, Rumah Gubernur, Gedung 
Kementerian Keuangan di Wilayah Indonesia Timur,  
fasilitas komunikasi seperti Stasiun Radio Zending di 
Makassar serta beberapa fasilitas infrastruktur jalan di 
Kota Makassar.



159Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pintu Utama Benteng Amsterdam, Makassar Sulawesi Utara, 1703.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi  No. 345/75



160 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Jalan Lama menuju kandang kuda, Makassar, Sulawesi Selatan, 1901.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 54/53



161Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pembangunan dan perbaikan gedung Bank Indonesia di 
Makassar, Sulawesi Selatan, 1910.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 783/25



162 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Surat dari Direktur Pelabuhan Makassar kepada Direktur BOW di Weltevreden 
antara lain mengenai pembangunan lahan milik pelabuhan dengan tegel 
bebatuan antara dermaga dan hanggar di Pelabuhan Makassar, 26 Mei 1922.
Sumber: ANRI, BOW No. 2657



163Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pusat Karantina tua, Samalone, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 140/9



164 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Raadhuiz (gedung dewan) dekat kastil Rotterdam, Makassar, 
Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 221/78



165Citra Kota Makassar dalam Arsip

Menara pengawas dekat Benteng Rotterdam, Makassar, 
Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 531/10



166 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/18



167Citra Kota Makassar dalam Arsip

Ruang depan sebuah tempat tinggal, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 687/6



168 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Pemandangan depan sebuah rumah tempat tinggal, 
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 687/68



169Citra Kota Makassar dalam Arsip

Tiang-Tiang Kerangka Bangun Rumah, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 743/28



170 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rumah Orang Bugis di Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/1



171Citra Kota Makassar dalam Arsip

Stasiun Radio Zending di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/81



172 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 775/83



173Citra Kota Makassar dalam Arsip

Monumen kebebasan/kemerdekaan di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 791/7



174 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rumah-Rumah Panggung dan perahu kecil di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 813/89



175Citra Kota Makassar dalam Arsip

Type dari Sebuah rumah Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/14



176 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rumah Kecil Sederhana Orang Makassar dari Bambu dan beratap rumbia, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/19



177Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rumah terbuat dari bambu dan beratap rumbia di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/21



178 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Perkampungan orang Makassar di tepi pantai, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/23 



179Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rumah Orang Makassar berbentuk panggung, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 833/11



180 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Suasana di sebuah jalan , Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT KIT Sulawesi No. 215/16



181Citra Kota Makassar dalam Arsip

Gedung (pertemuan), Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/19



182 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Gedung penjara di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/25



183Citra Kota Makassar dalam Arsip

Gedung Raad van Justitie di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/3



184 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Gedung Gemeente Huis di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/6



185Citra Kota Makassar dalam Arsip

Gedung Kementerian Keuangan Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 772/5



186 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Jalan Utama Dekat Perumahan, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/20



187Citra Kota Makassar dalam Arsip

Jalan Tamanrinde di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 653/52



188 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Suasana di sebuah jalan, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 215/16
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Jalan ditengah Perumahan, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 248/42
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Gudang di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/68



191Citra Kota Makassar dalam Arsip

Rerutuhan Bastion Benteng tua yang dibangun tahun 1667, 
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 338/80
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Menara air setinggi 100 m untuk menyediakan air kota, 
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 531/37
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Kantor Pos di Makassar dilihat dari jauh, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/23
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Suasana Jalan di Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/33
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Jalan yang Rindang di Hoge Pad, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/76
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Suasana di Jalan Rumah Sakit, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/43
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Suasana di Sepanjang Jalan Benteng, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/51
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Hotel Oranye di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/56
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Suasana Jalan Daalen dan Ressie di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/66
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Komplek areal perkumpulan olahraga layar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 858/46
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Benteng Sanana dengan Orang Belanda, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 98/62
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Gedung Societeit Harmoni di Makassar, Sulawesi Selatan, 1938.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/67
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Surat dari komisari perumahan rakyat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda 
mengenai wilayah bersama “Losari” milik PT Perumahan Rakyat di Makassar, 2 Juni 1939.
Sumber: ANRI, Grote Bundel Besluit No. 3342



204 Citra Kota Makassar dalam Arsip

Perbaikan Jalan di Tepi Pantai Tobe, Makassar, Sulawesi Selatan, 1946.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/77



205Citra Kota Makassar dalam Arsip

PEREKONOMIAN
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Proses pembentukan perdagangan Makassar pada 
abad ke-19 ditandai oleh masuknya pengaruh 
pemikiran ekonomi liberal dalam kehidupan 
berniaga di Hindia Belanda. Perkembangan 
perdagangan pada periode pelabuhan bebas di 
Makassar menunjukkan kemajuan dibandingkan 
dengan periode sebelumnya. Kebijaksanaan 
pelabuhan bebas berhasil memikat pedagang asing 
memajukan perdagangan Makassar. Kabijaksanaan 
ini merupakan cara pemerintah Hindia Belanda untuk 
memperkuat kedudukan ekonomi dan politiknya. 
Pada tahun 1930 telah dibangun Bank Jawa di Jalan 
Pasar, Makassar, Gedung Perdagangan, Gedung 
Bank Indonesia, pabrik semen, serta ramainya 
suasana pasar tradisional dan pertokoan di Jalan 
Utama, Makassar. Adapun komoditi pertanian dan 
hasil hutan di Makassar tahun 1930-an adalah kopra 
dan biji damar.
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Pemandangan di kantor perdagangan dekat pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, 1890.
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 215/14
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Pabrik semen yang rusak setelah masa kapitulasi Jepang, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 785/17
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Suasana Daerah Pertokoan di Jalan Utama, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 758/13
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Suasana pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1965.
Sumber: ANRI, Kempen No. 1-24-1
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Para pekerja wanita sedang menyortir biji damar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 649/70
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Bank Jawa (Javasche Bank) di Jalan Pasar, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/46
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Daerah perkantoran dengan jalan yang rindang di Hoge Pad Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/47
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Daerah pertokoan kuno di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/86
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Gedung kantor utama KPM (Koninklijk Paaketvaart Matchapij) di Makassar, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 782/95
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Gedung Nederlandse Handel Mij (perdagangan) di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 783/15
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Gedung Kopra, tampak kopra yang telah dipak dalam karung, 
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 134/76
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Wanita-Wanita Menyortir batu Damar di Makassar, Sulawesi Selatan, 
[1930].
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 649/85
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Surat dari Menteri Perdagangan kepada Wakil Menteri Pertama mengenai neraca bulanan 
Mandala Bhakti di Makassar untuk Juni dan Juli 1962, beserta lampiran, 27 Agustus 1962.
Sumber: ANRI, sekneg RI No. 1874
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Suasana pasar tekstil di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1965.
Sumber: ANRI, Kempen No. 65-14911
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DAfTAR ARSIP
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DAfTAR ARSIP

A. GEOGRAfIS DAN KEADAAN ALAM
1. Peta Kota Makassar dan sekitarnya, [1910]        

 Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. C. 79 
2. Peta Topografi Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1922.       

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2649/Blas-12h/148 
3. Peta Topografi Makassar, Sulawesi Selatan, 1924        

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2594/Blad 12 B/147 
4. Perkampungan yang asri di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].    

Sumber: ANRI, KIT No. 832/29 
5. Bagian kota yang dibombardir sekutu ketika pendudukan Jepang, Makassar, Sulawesi 

Selatan, 1945.            
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 342/40 

6. Pemandangan di tepi Pantai Makassar, Sulawesi Selatan 12 Agustus 1953.  
Sumber: ANRI, Kempen No. 530812 RR 2-2 

7. Pemandangan di Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan 5 Oktober 1957.  
Sumber: ANRI, Kempen No. 571005 RR 4-2 

8. Peta Selat Makassar, Sulawesi Selatan, 1968.       
Sumber: ANRI, Marzuki Arifin No. 23 

B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN
9. Bagian awal dan akhir dari Perjanjian Bongaya, yang memaksa Sultan Hasanuddin 

dari Kerajaan Goa mengakhiri perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda, 1667. 
Sumber: ANRI, Makassar No. 273.a 

10. Bagian awal sejarah singkat mengenai Pemerintah Makassar, [1669].    
Sumber: ANRI, Makassar No. 294 

11. Memorie van Overgave (Memori Serah Terima Jabatan) Residen Makassar antara 
Cornelis Beernick dan Willem de Roo, 14 Juni 1703.      
Sumber: ANRI, Makassar No. 157 

12. Surat Perjanjian Raja Makassar dengan Pemerintah Hindia Belanda, 23 November 
1719.             
Sumber: ANRI, Makassar 374/16 

13. Bagian awal Laporan Politik Umum dari Pemerintah Sulawesi (Celebes) dan Daerah 
Kekuasaannya,1856.           
Sumber: ANRI, Makassar 1.2 

14. Bagian awal dari Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 tanggal 
22 Juni 1896 mengenai Pulau Nusa Lima yang merupakan bagian dari wilayah Tallo, 
Sulawesi Selatan.            
Sumber: ANRI, Besluit 22 Juni 1896 No. 11 

15. Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].      
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/12 
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16. Istana residen Indonesia Timur dilihat dari depan dan samping, Makassar, Sulawesi 
Selatan, [1930].           
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/54 

17. Duta Besar Cina Hi Ti Chung mengunjungi Walikota Cina di Makassar dengan 
Membawa Bunga, Sulawesi Selatan, [1930].       
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 269/28 

18. Duta Besar Cina Hi Ti Chung dengan beberapa staff mengunjungi Walikota Cina di 
Makassar, Sulawesi Selatan, 1946.          
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/62 

19. Surat Keputusan Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur mengenai 
perubahan pembagian tata usaha dari afdeling Makassar dari bekas Keresidenan 
Selebes Selatan,19 Januari 1950.         
Sumber: ANRI, RIS No. 164 

20. Presiden Soekarno berfoto bersama masyarakat India di Makassar, 1 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 23 

21. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Koordinator Keamanan Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX ketika tiba di Bandara Hassanudin Makassar dalam rangka 
kunjungannya ke Makassar, 24 Februari 1951.       
Sumber: ANRI, Kempen No. 5647 

22. Bagian awal Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Persiapan 
Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Lingkungan 
Daerah Otonom Provinsi Sulawesi, 6 September 1951.     
Sumber: ANRI, Sekretariat Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 88 

23. Presiden Soekarno tiba di Makassar dalam rangka kunjungannyA ke Sulawesi Selatan, 
disambut oleh rakyat dengan meriah, 11 November 1951.     
Sumber: ANRI, Kempen No. K 511111 RR 18 

24. Kunjungan Kerja Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad 
Roem ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam kunjungannya antara lain melihat harta 
benda negara dari Raja Goa di Makassar, 2 Juli 1952.      
Sumber: ANRI, Kempen No. 520702 RR 2 

25. Bagian awal Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah 
Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra, 12 
Agustus 1952.            
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah No. 138 

26. Kata pengantar Kepala Daerah Makassar pada upacara peresmian pemindahan 
ibukota daerah Swatantra Makassar ke Sungguminasa, Januari 1953.    
Sumber : ANRI, Muhammad Yamin No. 329 

27. Bagian awal Pidato Kepala Daerah Makassar pada Upacara Peringatan Pahlawan 
Hasanuddin di Balai Pertemuan Masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 
1954.             
Sumber: ANRI, Muhammad Yamin No. 329a 

28. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati tiba di Bandar Udara Mandai Makassar, dalam 
rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 15 Juli 1954.     
Sumber: ANRI, Kempen No. 540715 RR 6 
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29. Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang dan Panglima Teritorial VII menyambut 
kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibu Rahmi Hatta di Bandar Udara 
Makassar, dalam rangka kunjungannya ke Sulawesi Selatan, 22 Oktober 1954.  
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M 10534 

30. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Makassar, 29 September 1955.    
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 11856 

31. Bagian awal Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran 
Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Goa, Daerah Makassar dan Daerah 
Jeneponto - Takalar, 16 Januari 1957.        
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet Undang-Undang Darurat No. 137 

32. Pelantikan Abdul Latief Daeng Massikki menjadi Walikota Makassar, di Makassar, 
Sulawesi Selatan, 7 Januari 1958.         
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 14451 

33. Kunjungan Presiden Soekarno ke Makassar dalam rangka menghadiri Rapat Raksasa 
ìPembebasan Irian Baratî di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.   
Sumber: ANRI, Kempen M 16589/1 

C. PERTAHANAN DAN KEAMANAN
34. Sketsa Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa yang melakukan perlawanan terhadap 

penjajahan Belanda di Sulawesi terutama Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Atas jasa-
jasanya, Sultan Hasanuddin dianugerahi Pemerintah RI sebagai Pahlawan Nasional 
dalam Keputusan Presiden Nomor 87/K/1973.        
Sumber: ANRI, R 530312 FG 1-1 

35. Surat dari Sismadi kepada Wedana Tanah Merah tentang operasi penangkapan ke 
Makassar, 12 Juni 1929.         
Sumber: ANRI, Boven Digoel No. 259 

36. Pembesar Belanda diikuti Prajurit di benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, 
[1930].             
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/39 

37. Pawai Sipil dan Militer, pada Pelaksanaan Pelantikan di depan Banteng Roterdam, 
Sulawesi Selatan, [1930].          
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 326/84 

38. Kedatangan Tentara Belanda di Makassar Batalyon ke 3 dari Infanteri Pemerintahan 
ke 11 dari Pasukan Angkatan Darat Berada di Atas Kapal, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/58 

39. Surat Panitia penyelenggara konferensi seluruh nama perjuangan di Indonesia timur 
dan panitia bekas tawanan politik di Makassar tentang desakan supaya mendapat 
pengakuan menjadi tentara resmi guna menjaga keamanan di wilayah Indonesia 
timur, 2 Januari 1950.          
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 84 

40. Laporan Panitia Penghubung Perwakilan Republik Indonesia Serikat tentang insiden 
Makassar, 28 April 1950.          
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 283 
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41. Kawat dari Front penentang proklamasi Republik Maluku Selatan, Makassar kepada 
Pati APRIS tentang permohonan untuk ikut serta dalam angkatan perang ke Maluku 
Selatan, disertai pengantar, 5 Mei 1950.         
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 108 

42. Komisi Parlementer Makassar mengunjungi rumah dimana Robert Wolter Monginsidi 
ditangkap tentara Belanda, 7 November 1950.       
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M. 5435 

43. Surat dari Kepala Staf Angkatan Perang kepada Presiden Republik Indonesia tentang 
usul agar Perdana Menteri dan Menteri Penerangan mendesak secara personal 
kepada Pemimpin-pemimpin Makassar untuk berusaha nyata agar Kahar Muzakkar 
memenuhi panggilan pemerintah, 29 Agustus 1951.      
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1762 

44. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 199 tahun 1953 tentang Pengangkatan 
Hakim-Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar, 18 November 1953.  
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet, Keppres No. 882 

45. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto menyambut kedatangan Kepala 
Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal A.H. Nasution di Lapangan Terbang Panaikan, 
Makassar, dalam rangka menghadiri peringatan Hari Pahlawan, 10 November 1962. 
Sumber: ANRI, Djapen Prosul Sulselra M 16807 

46. Konferensi Pers Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H.Nasution di Lapangan 
Terbang Mandai, Makassar, menjelaskan tentang Operasi Pembebasan Irian Barat 
dari Penjajahan Belanda yang akan bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak 
Letnan Kolonel M. Yusuf mendampingi KASAD, 30 Maret 1960.    
Sumber: ANRI, Kempen K 600330 RR 1 

47. Dari kiri ke kanan: Kolonel M.Yusuf, Panglima Operasi Mandala: Mayor Jenderal 
Soeharto, Letnan Jenderal Achmad Yani dan Letnan Jenderal Gatot Subroto saat 
menghadiri Timbang Terima Deputi Kepala Staf Angkatan Darat Wilayah Indonesia 
Timur di Makassar, 22 Januari 1962.        
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M 16641 

48. Kedatangan gelombang I Pasukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat di Makassar, 
Sulawesi Selatan, 15 Februari 1962.        
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16668. 

49. Bagian awal Pidato Presiden Soekarno pada upacara Pembubaran ìKomando Mandalaî 
di Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Mei 1963.       
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 492 

D. KEAGAMAAN
50. Tembok Sisa reruntuhan Masjid Bone di Makassar, Sulawesi Selatan, 1814-1816.  

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 807/004 
51. Masjid tampak depan di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 808/37 
52. Gereja Protestan orang Toraja di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].    

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 810/14 
53. Gereja Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].      

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 809/42 
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54. Pemakaman tentara sekutu beragama kristen di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930] . 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 813/90 

55. Masyarakat Makassar melaksanakan Sholat Idul Fitri di Lapangan Karebosi, Makassar, 
13 Juni 1953.            
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 8559 

56. Gereja tua dekat Kastil Rotterdam yang sekarang di pakai gudang senjata Garnizun di 
Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].         
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 810/20 

57. Pintu masuk Klenteng Cina, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 98/14 

58. Pemandangan di depan Masjid Raya Kota Makassar, 26 November 1954.   
Sumber: ANRI, Kempen No. 531126 RR 4 

59. Surat surat mengenai konferensi Lapunu (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama), 
Makassar, 1955.           
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 1273 

60. Surat dari PBNU kepada Konsul PBNU Sulawesi di Makassar mengenai penyelesaian 
dan penggantian ongkos perjalanan Udara Jakarta -Makassar untuk mengikuti 
konferensi Nahdlatul Ulama, 1 November 1955.       
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 61 

61. Surat mengenai penyelenggaraan Kongres Bhinneka Tunggal Ika keamanan di 
Makassar, April 1957.          
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2977 

62. Surat mengenai permohonan grasi dan memorie Van kasasie yang PBNU lakukan di 
pengadilan tinggi Makassar dan Surabaya, 2 April 1958.     
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2958 

63. Surat dari ketua konsulat SBII (Serikat Buruh) Sulawesi kepada waperdam I RI 
mengenai ketidak puasannya terhadap wakil SBII Sulawesi dalam susunan p4d yang 
dianggap menguntungkan PKI, 22 Juni 1958.       
Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama No. 2906 

E. PARIWISATA DAN BuDAYA
64. Profil laki-laki muda di Makassar, Sulawesi Selatan, 1913.     

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 693/12 
65. Sepasang pengantin Makassar dan Naik Kereta Sulawesi Selatan, [1930].   

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 388/72 
66. Sekelompok lelaki Makassar memainkan alat musik gantang (tromels), kecapi dua 

senar dan gong, Sulawesi Selatan, [1940].         
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 909/53 

67. Rumah panggung Raja Goa ke V, Makassar, Sulawesi Selatan, [1940].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 221/70 

68. Profil gadis Makassar dengan pakaian adatnya, 1 Agustus 1950.    
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 13 

69. Presiden Soekarno berfoto bersama para gadis dengan menggunakan pakaian adat 
Makassar, 1 Agustus 1950.          
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 152 
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70. Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Robert Wolter Monginsidi 
di Makassar, 28 Juli 1950.          
Sumber: ANRI, Kempen No. 500728 RR 1-29 

71. Presiden Soekarno berziarah ke Makam Pangeran Diponegoro, di Makassar, Sulawesi 
Selatan, 28 Juli 1950.            
Sumber: ANRI, Kempen No. 500728 RR 1-43 

72. Orkes Kulu-kulu Wa dari Sulawesi Selatan ketika sedang bermain di Studio RRI 
Makassar, 28 November 1952.         
Sumber: ANRI, Kempen No. 521128 RR 1 

73. Makam Pangeran Diponegoro dan keluarganya di Makassar, 8 Oktober 1953.  
Sumber: ANRI, Kempen No. 531008 RR 2-3 

74. Makam Sultan Hasanuddin di Makassar, 10 Oktober 1957.     
Sumber: ANRI, Kempen No. 571010 RR 4-7 

75. Barisan Penari Cakalele menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Lapangan 
Terbang Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Januari 1962.    
Sumber: ANRI, Kempen No. 620104 RR 14 

f. PENDIDIKAN
76. Bagian awal Surat dari Kepala Misi Pengajaran kepada Gubernur Makassar tentang 

dasar-dasar ketertiban di Makassar, 31 Mei 1828.      
Sumber: ANRI, Makassar 458.a 

77. Rumah Onderwyzer (Guru Sekolah Dasar) di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 826/71 

78. Pemberian ijazah kepada peserta Kursus Pemberantasan Buta Huruf yang telah lulus 
di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 23 November 1951. 
Sumber: ANRI, Kempen No. 511123 RR 3 

79. Surat Keputusan Gubernur Sunda Kecil No. 15/UP/3/3/34 tentang pemberian 
kesempatan belajar kepada V.H.R. Koroh, Kepala Daerah Swapraja Amarassi di SMA 
Makassar, 24 Januari 1952.           
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1080 

80. Presiden Soekarno dengan para Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin 
di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 November 1953.       
Sumber: ANRI, Kempen No. 531007 RR 7 

81. Surat dari P.H.J.M Theuniissen kepada Presiden tentang pengangkatan PH YM 
Theunissen sebagai direktur sekolah menengah R.K Tomohon Makassar, 18 Juli 1950. 
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 366 

82. Surat dari Prof. Mr. Djokomarsaid Tirtodiningrat (Presiden Universitas Hasanuddin) 
kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Laporan Tahunan Universitas 
Hasanuddin, 15 Oktober 1957.         
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1233 

83. Bagian awal dari Kuliah Umum yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan 
dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, yang 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, 31 Oktober 1958.    
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No.929 

84. Bagian awal Amanat Presiden Soekarno pada upacara pelantikan Arnold Mononutu 
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sebagai Presiden Universitas Hasanuddin dan Ir. Otong Kosasih sebagai Presiden 
Institut Teknologi Bandung, 15 Juli 1960.        
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soekarno No. 197 

85. Bagian awal Pidato Presiden pada Upacara Pelantikan Sdr. Arnold Mononutu sebagai 
Presiden Universitas Hasanuddin (Makassar) dan Prof. Ir. Otong Kosasih sebagai 
Presiden Institut Teknologi Bandung, di Istana Merdeka, 15 Juli 1960.    
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 197 

86. Pidato Presiden di hadapan Mahasiswa, Sipil dan Militer di Gedung Universitas 
Hasanuddin Makassar, 7 Januari 1962.        
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Sukarno No. 362 

87. Panglima Operasi Mandala Mayor Jenderal Soeharto sedang menandatangani Naskah 
Peresmian Universitas Muslimin di Makassar, Sulawesi Selatan, 10 November 1962. 
Sumber: ANRI, Deppen RI No. 62-7336 

88. Saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus 
Hubungan Antar Negara dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Panglima Operasi 
Mandala Mayor Jenderal Soeharo sedang memberikan ucapan selamat kepada 
Presiden Soekarno, 29 April 1963.         
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16950. 

89. Upacara Pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus 
Hubungan Antar Negara kepada Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di 
Makassar, 29 April 1963.          
Sumber: ANRI, Djapen Prop Sulselra M. 16947 

90. Bagian awal dari Pidato Presiden Soekarno pada Upacara Pemberian gelar Doctor 
Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Politik Khusus Hubungan Antar Negara kepada 
Presiden Soekarno oleh Universitas Hasanuddin di Makassar, 29 April 1963.   
Sumber: ANRI, Pidato Presiden 1950-1959 No. 485 

91. Kutipan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik 
Indonesia Nomor 13110/UP/II/64 tentang Pengangkatan Dr. Ruslan Abdul Gani 
(Menko Perhubungan dengan Rakyat) sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam mata 
pelajaran Sosialisme Indonesia pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 31 
Desember 1964.           
Sumber: ANRI, Roeslan Abdul Gani No. 1372 

92. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang 
Pengesahan Statua Universitas Hasanuddin, 1 Juli 1977.     
Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0235/U/1977 

93. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
0154/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hasanuddin, 5 Maret 1983. 
Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0154/o/1983 

94. Perubahan bentuk dan nama Akademi Keuangan dan Perbankan Bhineka Tunggal 
Ika di Ujung Pandang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan 
Bongaya Makassar, 19 Agustus 1988.        
Sumber: ANRI, Kepmendiknas RI No. 0398/o/1988 

95. Fragmen sambutan Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Kongres Nasional ke II 
Serikat Mahasiswa Indonesia di Makassar, 8 Desember 1996.     
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Suharto No. 9984 
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G. OLAHRAGA DAN KESEHATAN
96. Bagian dalam apotik Rumah Sakit Militer di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 780/78 
97. Presiden Soekarno ketika sedang menjenguk pasien di Rumah Sakit Makassar, 

Sulawesi Selatan, 1 Agustus 1950.         
Sumber: ANRI, Kempen No. 500801 RR 128 

98. Pembukaan sebuah pavilyun kanak-kanak penderita penyakit kusta di Rumah Sakit 
Kusta Jongaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 1 November 1952.    
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 7784 

99. Penyuntikan untuk memberantas penyakit TBC di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 
Agustus 1954.             
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 10149 

100. Suasana pada hari pembukaan Pekan Olah Raga Nasional IV di Stadion Makassar, 
Sulawesi Selatan, 28 September 1957.        
Sumber: ANRI, Kempen No. 570928 RR 2-3 

101. Gedung Stadion Makassar tempat diselenggarakannya Pekan Olah Raga Nasional IV 
di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 September 1957.      
Sumber: ANRI, Kempen No. 570930 RR 2-1 

102. Pada perlombaan lari jauh 10.000 meter, Pekan Olah Raga Nasional IV di Makassar, 
seorang atlit dari Sulawesi Selatan yang sudah lelah ditolong oleh para juri, 1 Oktober 
1957.             
Sumber: ANRI, Kempen No. 571001 RR 1-34 

103. Penyerahan medali kepada pemenang perlombaan lari 800 meter putera pada Pekan 
Olah Raga Nasional IV di Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 1957.   
Sumber: ANRI, Kempen No. 571005 RR 1-3 

104. Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) sebagai juara nasional Persatuan Sepak Bola 
Seluruh Indonesia (PSSI), 10 September 1959.       
Sumber: ANRI, Djapen Prosul M. 15547 

H. TRANSPORTASI DAN KOMuNIKASI
105. Surat dari Direktur Pelabuhan Makassar kepada Direktur Burgerlijke Openbare 

Werkententang rencana pemberian kenaikan gaji untuk juru tulis dan pegawai bantu 
untuk tahun anggaran 1919.         
Sumber: ANRI, BOW No. 1424 

106. Surat dari direktur pelabuhan Makassar kepada Direktur Burgerlijke Openbare  
WerkenAfdeelingH di Weltevreden tentang penyewaan lahan pelabuhan dan 
pernyataan bahwa lahan pelabuhan tidak dapat dibeli, 20 Oktober 1919.   
Sumber: ANRI, BOW No. 1422 

107. Surat dari Sekretaris Pelabuhan Makassar kepada Kepala Bagian Pelabuhan di 
weltevreden tentang sistem administrasi suplai barang masuk dan keluar di kantor 
pelabuhan Makassar, 26 Agustus 1924.        
Sumber: ANRI, BOW No. 3699 

108. Kedatangan Presiden pos Indonesia di Mandar Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 269/36 

109. Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan sebagai salah satu tempat singgah pelayaran/
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perdagangan yang cukup ramai di Indonesia Bagian Timur, [1930].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/17 

110. Kerbau selain digunakan sebagai alat pertanian juga digunakan sebagai salah satu 
alat transportasi di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].      
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 674/78 

111. Kantor pos dan telegrap di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/29 

112. Kapal Motor îBangoî sebagai salah satu alat transportasi laut di Makassar, Sulawesi 
Selatan, 11 Desember 1952.          
Sumber: ANRI, Djapen Sulawesi M.7876 

113. Pemandangan di Pelabuhan Makassar dengan perahu layar yang akan memuat rotan, 
12 Agustus 1953.           
Sumber: ANRI, Kempen No. 530812 RR 5 

114. Lalu lintas di Kota Makassar dan beca sebagai salah satu alat transportasi yang murah, 
8 Oktober 1953.           
Sumber: ANRI, Kempen No. K531008 RR 3-3 

115. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang menyehatkan dan sudah mulai 
dimanfaatkan masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1953.  
Sumber: ANRI, Kempen No. K 531126 RR 1-9 

I. INfRASTRuKTuR
116. Pintu Utama Benteng Amsterdam, Makassar Sulawesi Utara, 1703.    

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 345/75 
117. Jalan Lama menuju kandang kuda, Makassar, Sulawesi Selatan, 1901.    

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 54/53 
118. Pembangunan dan perbaikan gedung Bank Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, 

1910.             
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 783/25 

119. Surat dari Direktur Pelabuhan Makassar kepada Direktur BOW di Weltevreden antara 
lain mengenai pembangunan lahan milik pelabuhan dengan tegel bebatuan antara 
dermaga dan hanggar di Pelabuhan Makassar, 26 Mei 1922.      
Sumber: ANRI, BOW No. 2657 

120. Pusat Karantina tua, Samalone, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 140/9 

121. Raadhuiz(gedung dewan) dekat kastil Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 221/78 

122. Menara pengawas dekat Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 531/10 

123. Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/18 

124. Ruang depan sebuah tempat tinggal, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 687/6 

125. Pemandangan depan sebuah rumah tempat tinggal, Makassar, Sulawesi Selatan, 
[1930]. Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 687/68 
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126. Tiang-Tiang Kerangka Bangun Rumah, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 743/28 

127. Rumah Orang Bugis di Makassar Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/1 

128. Stasiun Radio Zending di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/81 

129. Rumah Gubernur di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].      
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 775/83 

130. Monumen kebebasan/kemerdekaan di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].   
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 791/7 

131. Rumah-Rumah Panggung dan perahu kecil di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 813/89 

132. Type dari Sebuah rumah Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/14 

133. Rumah Kecil Sederhana Orang Makassar dari Bambu dan beratap rumbia, Sulawesi 
Selatan, [1930].           
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/19 

134. Rumah terbuat dari bambu dan beratap rumbia di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/21 

135. Perkampungan orang Makassar di tepi pantai, Sulawesi Selatan, [1930].   
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/23 

136. Rumah Orang Makassar berbentuk panggung, Sulawesi Selatan, [1930].   
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 833/11 

137. Suasana di sebuah jalan , Makassar Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT KIT Sulawesi No. 215/16 

138. Gedung (pertemuan), Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/19 

139. Gedung penjara di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].      
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/25 

140. Gedung Raad van Justitie di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/3 

141. Gedung Gemeente Huis di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/6 

142. Gedung Kementerian Keuangan Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, 
[1930]. Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 772/5 

143. Jalan Utama Dekat Perumahan, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 165/20 

144. Jalan Tamanrinde di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].      
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 653/52 

145. Suasana di sebuah jalan, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 215/16 
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146. Jalan ditengah Perumahan, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 248/42 

147. Gudang di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].       
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 276/68 

148. Rerutuhan Bastion Benteng tua yang dibangun tahun 1667, Makassar, Sulawesi 
Selatan, [1930].            
 Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 338/80 

149. Menara air setinggi 100 m untuk menyediakan air kota, Makassar, Sulawesi Selatan, 
[1930].             
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 531/37 

150. Kantor Pos di Makassar dilihat dari jauh, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/23 

151. Suasana Jalan di Makassar Sulawesi Selatan, [1930].       
 Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 55/33 

152. Jalan yang Rindang di Hoge Pad, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/76 

153. Suasana di Jalan Rumah Sakit, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/43 

154. Suasana di Sepanjang Jalan Benteng, Makassar Sulawesi Selatan, [1930].    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/51 

155. Hotel Oranye di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].       
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/56 

156. Suasana Jalan Daalen dan Ressie di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].   
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/66 

157. Komplek areal perkumpulan olahraga layar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].   
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 858/46 

158. Benteng Sanana dengan Orang Belanda, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 98/62 

159. Gedung Societeit Harmoni di Makassar, Sulawesi Selatan, 1938.    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/67 

160. Surat dari komisari perumahan rakyat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda 
mengenai wilayah bersama ìLosariî milik PT Perumahan Rakyat di Makassar, 2 Juni 
1939.            
Sumber: ANRI, Grote Bundel Besluit No. 3342 

161. Perbaikan Jalan di Tepi Pantai Tobe, Makassar, Sulawesi Selatan, 1946.    
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/77 

J. PEREKONOMIAN
162. Pemandangan di kantor perdagangan dekat pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, 

1890.              
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 215/14 

163. Pabrik semen yang rusak setelah masa kapitulasi Jepang, Makassar, Sulawesi Selatan, 
[1930].             
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 785/17 
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164. Suasana Daerah Pertokoan di Jalan Utama, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].   
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 758/13 

165. Suasana pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1965.  
Sumber: ANRI, Kempen No. 1-24-1 

166. Para pekerja wanita sedang menyortir biji damar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 649/70 

167. Bank Jawa (Javasche Bank) di Jalan Pasar, Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/46 

168. Daerah perkantoran dengan jalan yang rindang di Hoge PadMakassar, Sulawesi 
Selatan, [1930].           
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/47 

169. Daerah pertokoan kuno di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].     
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 757/86 

170. Gedung kantor utama KPM (Koninklijk Paaketvaart Matchapij) di Makassar, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 782/95 

171. Gedung Nederlandse Handel Mij (perdagangan) di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930]. 
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 783/15 

172. Gedung Kopra, tampak kopra yang telah dipak dalam karung, Makassar, Sulawesi 
Selatan, [1930].            
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 134/76 

173. Wanita-Wanita Menyortir batu Damar di Makassar, Sulawesi Selatan, [1930].   
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 649/85 

174. Surat dari Menteri Perdagangan kepada Wakil Menteri Pertama mengenai neraca 
bulanan Mandala Bhakti di Makassar untuk Juni dan Juli 1962, beserta lampiran, 27 
Agustus 1962.             
Sumber: ANRI, sekneg RI No. 1874 

175. Suasana pasar tekstil di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 November 1965.   
Sumber: ANRI, Kempen No. 65-14911 
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PENuTuP
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PENuTuP

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI)  merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan 
daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan 
peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Arsip 
sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan 
keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk 
diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan 
pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra  Kota Makassar Dalam Arsip” diharapkan     dapat  ditindaklanjuti 
oleh Pemerintah Kota Makassar dengan menyebarluaskannya kepada 
masyarakat umum, khususnya generasi muda. Penyebarluasan ini sangat 
penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat 
luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai 
penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Pada 
gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi 
sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai 
bagian dari peran arsip/ANRI untuk ikut  mencerdaskan bangsa dimana 
arsip merupakan sumber ilmu pengetahuan (knowledge).
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